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MOTTO  

 

ركُِمْ اانْ تابار  نْ دِيَا لَاْ يُُْرجُِوكُْمْ مِٰ يْنِ وا ُ عانِ الَّذِيْنا لَاْ يُ قااتلُِوكُْمْ فِِ الدِٰ هٰىكُمُ اللّٰٰ ا اِلايْهِمْْۗ اِنَّ لَا ي ان ْ ا يُُِبر وْهُمْ واتُ قْسِطُوْْٓ اللّٰٰ
 الْمُقْسِطِيْا 

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang 
tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung 

halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN 
 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada 

halaman berikut: 

Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan  

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik diatas ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik dibawah) ص



    
 

vii 
 

 Ḍad Ḍ De (dengan titik dibawah) ض

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik dibawah ط

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain ‘__ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah __’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vocal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatḥah A A ا َ
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 Kasrah I I ا َ

 Ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥahَdan ya Ai A dan I ى يَ 

 Fatḥah dan wau Au A dan U ى وَ 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ   haula : ه و 

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya 

berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
huruf 

Nama 
Huruf dan 

tanda 
Nama 

ى  َ ...َ| اََ  ... 
Fatḥah dan alif atau 
ya 

ā 
a dan garis 

diatas 

َي  َ  Kasrah dan ya ū u dan garis atas 

 Ḍammah dan wau ī i dan garis atas ى و

 

Contoh 

اتَ   māta : م 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat 

harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang 

mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].  
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h). Contoh: 

ة َ م  ك   al-ḥikmah : ا ل ح 
5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda Tasydīd (  ََ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan 

ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

ب ن ا  Rabbanā : ر 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrahَ(  maka (ى يَ 

ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)‘ : ع لىَ 
6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 

ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik 

ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti 

bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 

سَ ا َ لشَّم   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang 

terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: 

نَ  و  ر   ta’ murūna : ت أم 
ءَ   syai’un : ش ي 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang 

belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan 

menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an 
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(dari al-Qur’ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Al-

Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al jalālah (الله) 
Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

ي ن اَالله َدَ   : dīnullāh 
 billāh : ب االله َ

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al jalālah, ditransliterasi 

dengan huruf [t]. Contoh: 

ة الله َ  م  ح  ف ي ر   hum fī rahmatillāh : ه م 
10. Huruf kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi 

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā Muḥammadun illā r
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ABSTRAK 
 

Dalam hukum Islam telah diatur dengan jelas bahwasanya perbedaan agama 
menjadi pengahalang seseorang menerima warisan.didalam Al-Quran maupun hadis 
tidak membenarkan non muslim mempusakai harta orang-orang muslim dan adanya 
larangan berwasiat kepada ahli waris. Dalam pembagian warisan semestinya anak 
mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya namun dikarenakan anak ini berstatus 
non muslim maka secara Islam anak yang non muslim ini terhalang mendapatkan 
warisan karena perbedaan agama.  

Mengenai kasus yang dianalisis oleh penulis terkait pemberian wasiat wajibah 
terhadap anak kandung yang non muslim dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara 
No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus 
bagi anak kandung non muslim dengan menggunakan pendapat Imam Ibnu Hazm dan 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/MUI9/2005. Penelitian ini 
bertujuan untuk persoalan pokok yaitu 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan wasiat wajibah kepada non-muslim di Pengadilan Agama Jepara 
No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr); 2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap putusan 
wasiat wajibah kepada non-muslim di Pengadilan Agama Jepara No. 
1694/pdt.G/2019PA.Jpr); Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 
sifat penelitian kualitatif serta jenis penelitian kepustakaan. 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama 
Jepara Nomor.1694/Pdt.G/2019/Pa.Jpr tidak disebutkan pertimbangan hukum yang berlaku di 
Indonesia mengenai ketentuan warisan dan mengenai pemberian wasiat wajibah sebagaimana 
yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan Pengadilan Agama Jepara 
tersebut berseberangan dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) 
KHI mengenai pemberian wasiat wajibah kepada non-Islam. Dan juga terdapat kerancauan 
dalam mengambil pertimbangan menggunakan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS 
VII//MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, pada pokoknya menentukan bahwa 
hukum waris tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda 
agama, namun pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan 
dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Wasiat yang dimaksud oleh MUI adalah wasiat 
pada umunya yaitu wasiat yang atas kehendak dari pewasiat sendiri tanpa ada paksaan 
dari pihak lain. 

Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Hak Warisan, Kompilasi Hukum Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Ideologi Pancasila telah mengajarkan bangsa Indonesia untuk saling menghormati 

dan toleransi antar umat beragama. Hal ini terlihat dalam masyarakat Indonesia yang 

memiliki kebebasan dalam memeluk agama, sikap saling menghormati dan toleransi 

inilah yang menjadikan Indonesia memiliki masyarakat beraneka ragam suku dan agama 

yang hidup berdampingan dengan damai, dan tak jarang ditemukan anggota keluarga 

yang memiliki agama berbeda.1 

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (pluralistic society), 

kemajemukan bangsa sebenarnya dapat dipandang sebagai berkah, namun 

kemajemukan itu sendiri dapat menimbulkan sumber konflik dan perpecahan. Salah satu 

masalah yang bisa saja muncul karena perbedaan adalah pembagian warisan dalam 

ranah hukum keluarga. Perbedaan cara pandang ketika hendak memberikan bagian 

waris jika tidak disikapi dengan bijak dapat memicu pertikaian.2 Hukum waris yang 

diterapkan di Indonesia secara historis memiliki tiga sistem hukum yaitu sistem hukum 

adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini diterapkan 

sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hukum adat diterapkan bersamaan dengan 

kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum Islam diterapkan sejak masuknya agama 

Islam di Indonesia. Sedangkan hukum Barat mulai diperkenalkan sejak VOC menerima 

kekuasaan untuk berdagang dan “mengusai” kepulauan Indonesia pada tahun 1602.3 

Di Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan yang cukup penting. Namun 

dalam penerapannya, hukum Islam di Indonesia tidak bisa mengabaikan aspek 

sosiologis bangsa Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum Islam memiliki hubungan 

yang bersifat organik sebagai kewajiban masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan 

                                                             
1 Zulfia Hanum and Alfia Syahr, “Wajibah Sebagai Wujud Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial 

Masyarakat,” Holistik 1, no. 16 (2016): 1. 
2 Sidik Tono, “Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di 

Indonesia” (2013): 1–2, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9416. 
3 Muhammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), 208–209. 
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mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.4 Oleh karena itu pembangunan dan 

pengembangan hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar RI 1945 agar tercipta hukum yang memiliki unsur keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan.5 

Hukum kewarisan merupakan hukum bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, 

akan tetapi perbedaan sosial dan budaya pada setiap negara menjadikan perbedaan suatu 

hukum yang akan diterapkan. Hal itulah yang menyebabkan perlunya usaha serius untuk 

mengembangkan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum waris, agar terbentuk 

hukum waris yang adil sesuai dengan kultur budaya yang ada.6 Sistem hukum kewarisan 

dalam Islam berlaku apabila terdapat sebab-sebab kewarisan, yaitu hubungan 

kekerabatan dan perkawinan. Ada tiga Rukun kewarisan: Pertama, Orang yang 

mewariskan (muwarriṡ), kedua, Orang yang mewarisi (ahlu wariṡ), ketiga, Harta yang 

ditinggalkan (mauruṡ)7. Secara umum, hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk 

kepada KHI yang sesuai dengan hukum faraid dalam Al-Qu’an dan Hadis. Akan tetapi, 

KHI yang merupakan ijtihad ulama' sebagai sebuah produk fiqh Indonesia, sudah 

mengalami penyesuaian terhadap konteks keadaan masyarakat. Sebagai contoh, 

pemberian harta peninggalan pewaris kepada anak angkat atau orang tua angkat dengan 

wasiat wajibah.8 Padahal dalam fiqh klasik wasiat wajibah diberikan kepada kerabat 

yang terhalang mendapatkan harta warisan. 

Problem yang bisa muncul terkait dengan harta warisan yakni ketika terjadi 

perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Perbedaan agama dalam satu anggota 

keluarga di Indonesia sering dijumpai, meskipun dalam aturan KHI sendiri melarang 

adanya pernikahan beda agama di Indonesia, namun faktanya masih saja ada yang 

mempraktikkan menikah antara seorang muslim dan non muslim, pada akhirnya anak-

anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama ini juga memeluk agama yang berbeda 

                                                             
4 Alfian Qodri Azizi, “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan 

Kontekstual,” JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities) (UIN WALISONGO SEMARANG, 2020), 29. 
5 Tono, “Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia.” 
6 Nadila Fahriana, “Wasiat Wajibah Bagi Suami Non-Muslim Di Tinjau Menurut Hukum Islam (ANALISIS 

PUTUSAN MA NO.331 K/ AG/ 2018)” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2020), 1. 
7 Fahriana, “Wasiat Wajibah Bagi Suami Non-Muslim Di Tinjau Menurut Hukum Islam (ANALISIS PUTUSAN 

MA NO.331 K/ AG/ 2018).” 
8 Nabil Asrof, “Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia Dan Irak,” Journal of Physical Therapy 

Science 9, no. 1 (2018): 2. 
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satu dengan lainnya, sudah pasti akan menimbulkan perbedaan dalam hal cara membagi 

harta waris.9 

Norma hukum Islam menyatakan perbedaan agama antara ahli waris dengan 

pewaris menyebabkan terhalanganya ahli waris menerima harta warisan, berdasarkan 

Q.S An-Nisa ayat 141 dan Hadis Rasulullah SAW: 

 

َٱلَّذِينَ يَتََبََّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَ تۡح فِريِنَ  كَانَ   وَإِن مَّعَكُمۡ  نَكُن ألََۡ  قَالُوٓا   ٱللَِّّ  مِ نَ  َ  َنَصِيب للِۡكََٰ  ألََۡ  قَالُوٓا   َ 
فِرِ عَلَيۡ  نَسۡتَحۡوِذۡ  عَلَ ٱللَُّّ للِۡكََٰ مَةِِۗ وَلَن يََۡ نَكُمۡ يَ وۡمَ ٱلۡقِيََٰ كُمُ بَ ي ۡ نَ عۡكُم مِ نَ ٱلۡمُؤۡمِنِيََۚ فٱَللَُّّ يََۡ ينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِيَ كُمۡ وَنََۡ

  ١٤١سَبِيلًا 
“(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. 
Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami 

(turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka 

berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang 

mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. 
Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang 
beriman.” 

 مَةَ  اسُاَ  عَن   عُث مَان   ب نِ  عُمَرَ  ب نِ  حُسَي    ب نِ  عَلِي عَن   ب   شِهَا ب نِ  ا عان   يح   جُرَ  اب نِ  عَنِ  صِم   عاَ  ابَو   عَن  
هُمَاانََّ  اللُ  زيَ د رَضِيَ  ب نِ  لِمُ الكَافِرَ، ولا   عَليَ هِ  اللُ  صَلَّ  ال نَّبِي  عَن   لِمَ  يرَِثُ ال مُس   الكَافِرُ ال مُس 

“Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Sihab dari Ali bin Husain bin Umar bin 

Utsman dari Usamah bin Zaid r.a : Nabi SAW, bersabda : Orang muslim tidak dapat 

mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewaris orang muslim”.10 

Dalam ayat tersebut jelas bahwasanya Allah melarang orang mukmin tunduk 

dengan orang kafir dan Allah tidak akan memberikan jalan bagi mereka (kafir) untuk 

menguasai orang mukmin. Berdasarkan Hadis diatas bahwa Rasulullah SAW melarang 

orang muslim mewarisi kepada non muslim dan sebaliknya juga orang muslim tidak 

bisa mendapatkan warisan dari non muslim. Namun, dalam menyikapi hal ini, Hakim 

di Indonesia bisa melakukan Ijtihad dengan mempertimbangkan asas keadilan dan 

kemanusiaan dengan memberikan bagian harta warisan bagi ahli waris non muslim 

                                                             
9 Tono, “Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia.” 
10 Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu, Shahih Bukhari (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 11. 
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melalui wasiat wajibah.11 Dalam hal ini, wasiat wajibah bisa menjadi salah satu cara 

sebagai tindakan negara untuk memindahkan kepemilikan harta benda seseorang ke 

orang lain dengan cara yang sah, atau sebagai pemindahan harta warisan kepada ahli 

waris yang tidak mendapatkan warisan karena suatu halangan syara’.12 

Kata wasiat diambil dari kata bahasa arab yaitu wāsaitu syāusyihi berarti 

auṣaltuhu yakni aku menyampaikan sesuatu. Dalam istilah syara’, wasiat adalah 

pemberian berupa harta benda, hak atau kepentingan dari seseorang kepada orang lain 

atas harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Sebagian fuqaha mendefinisikan 

bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah 

pemberinya meninggal dunia.13 Wasiat bisa juga diartikan sebagai nasehat-nasehat atau 

kata-kata baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa 

kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan setelah dia meninggal dunia.14 

Secara bahasa, Ahmad Rafiq mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang 

didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia sejalan kebaikan tanpa 

menuntut imbalan atau tabarru’.15 Menurut Al-jaziri dalam pandangan empat Imam 

Mazhab, Maliki, Hanafi, Syafii, dan Hambali memberikan ulasan bahwa wasiat adalah 

suatu transaksi yang dimana mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak 

memiliki sepertiga harta wasiat dari orang yang memberi wasiat setelah orang yang 

memberi wasiat meninggal.16 

Secara hukum adat, wasiat yang dikemukakan oleh Eman Suparman adalah 

pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang yang 

tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu 

meninggal dunia.17 Wasiat dalam hukum perdata (BW) disebut dengan testamen yang 

diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam Pasal 875 BW dikatakan bahwa surat 

wasiat (testamen) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang 

                                                             
11 Hanum and Syahr, “Wajibah Sebagai Wujud Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat.” 
12 Ibid. 
13 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 354. 
14 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 84. 
15 Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1987), 23. 
16 Abdurrahman al-jaziri, Al-Fiqhu Ala Madzhibil Arba’ah, Juz IV. (Beirut: Darul Fikri, 1982), 327. 
17 Eman Suparman, Inti Sari Hukum Waris (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991), 93. 
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diinginkan setelah dia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang 

menyatakan wasiat itu.18 

Hukum wasiat pada dasarnya diklasifikasikan kepada dua bentuk yaitu : pertama, 

Wasiat yang bersifat ta’abbudi yaitu wasiat yang wajib dilakukan karena berhubungan 

dengan kewajiban-kewajiban pewasiat. Seperti halnya hutang yang belum dilunasi, 

maka ketika pewasiat memberi wasiat kepada orang lain untuk membayarkan hutang 

dengan harta yang ditinggalkannya, wajib hukumnya untuk dilaksanakan dan akan 

mendapatkan dosa bila wasiatnya tidak dilaksanakan. Kedua, Wasiat yang bersifat 

ikhtiyariyah yaitu wasiat yang diberikan kepada seseorang berdasarkan kemauan 

pewasiat atau pemindahan harta benda dari pewasiat kepada orang lain dengan sukarela. 

Dalam hal ini wasiat hukumnya bisa sunnah, makruh, mubah dan haram, tergantung 

dengan apa yang diwasiatkan dan tujuannya.19 Adapun dasar hukum wasiat, sebagai 

berikut : 

Q.S. Al-Baqarah 180 

َ بِِل مَع رُو فَِۚ حَقًّا عَلَى كُتِبَ عَلَي كُم  اِذَا حَضَرَ اَحَدكَُمُ ال مَ  قَ  ربَِي  اا ۖ ۨال وَصِيَّةُ للِ وَالِدَي نِ وَالا  و تُ اِن  تَ رَكَ خَيْ 
ِۗ َ  ال مُتَّقِي 

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, 

jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat 
dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” 

 
Q.S. Al-Maidah 106 : 
 

َ ال وَصِيَّةِ اث  نَٰنِ ذَوَا عَد   يَ يهَا الَّذِي نَ اَٰمَنُ و ا شَهَادَةُ بَ ي نِكُم  اِذَا حَضَرَ اَحَدكَُمُ ال مَو تُ حِي  مِ ن كُم  اوَ  اَٰخَرَٰنِ مِن  ل  يَٰٰٓ
ْۢ بَ ع دِ الصَّ 

بَةُ ال مَو تِِۗ تََ بِسُو نََمَُا مِن  َر ضِ فَاَصَابَ ت كُم  ميصِي   نِ بِِللّ َِٰ اِنِ غَيْ كُِم  اِن  انَ  تُم  ضَربَ  تُم  فِِ الا  سِمَٰ لَٰوةِ فَ يُ ق 
تََِي  بِه تُم  لَا نَش  َار تَ ب   ى  ذَا كَانَ   وَّلَو   ثََنَاا َ  تُمُ  لَا وَ  قُ ر بَٰ َ  لَّمِنَ  اِذاا اِنَّّٓ  اللّ َِٰ  شَهَادَةَ  نَك  َٰثَِي   الا 

 
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu 
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) 
disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan 

                                                             
18 Soebekti and Tjipto Sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnay Paramita, 2003), 232. 
19 Zakiyatul fata Zuhri, “Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim Dalam Perpekstif Hukum Islam 

(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010)” (Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Darussalam - Banda 
Aceh, 2017), 2, https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/877/1/Skripsi Zakiyul Fata Zuhri SHK 2011.pdf. 
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(agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya 
kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya 
bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan 
mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak 
menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk 
orang-orang yang berdosa.”   
 

ُ تَ عَالََ عَن هُ قاَلَ : قُ ل ت يَٰ رَسُولَ اللَِّّ ، أنََّ ذُو مَال  ، وَلَا يرَثُِنِِ إلاَّ اب  نَةٌ وَعَن  سَع دِ ب نِ أَبِ وَقَّاص  رَضِيَ  اللَّّ
قُ بثُِ لثَُي  مَالِ ؟ قاَلَ : لَا قُ ل ت : أفََأتََصَدَّقُ بِشَط رهِِ ؟ قَالَ : لَا قُ ل ت : أفََ  قُ بثُِ لثُِهِ لِ وَاحِدَةٌ ، أفََأتََصَدَّ أتََصَدَّ

فَّفُونَ النَّاسَ  ؟ قَالَ : الث يلُثُ ، وَالث يلُثُ كَثِيٌْ ، إنَّك إن  تَذَر  وَرثََ تَك أغَ نِيَاءَ خَيْ ٌ مِن  أنَ  تَذَرَهُم  عَالَةا يَ تَكَ 
 )مُت َّفَقٌ عَلَي هِ(

“Dan dari Sa’d Bin Abi Waqqash r.a. beliau berkata: Saya berkata:,” Ya Rasulullah 

saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada orang yang 
mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga 
hartaku? Nabi menjawab: jangan! lalu saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan 
separuhnya?, Beliau menjawab, jangan! Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan 
sepertiganya? Beliau bersabda: sepertiga it. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu 
tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan 
mereka dalam keadaan mereka melarat yang akan meminta-minta kepada 
orang. (Muttafaq Alaih).”20 

Dalam ayat al-Quran al-Baqarah ayat 180 mengajak umat manusia untuk 

berwasiat apabila tanda maut sudah mendekati, ayat 180 surat al-Baqarah mewajibkan 

kepada umat manusia untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dengan jalan 

kebaikan. Ayat 106 surat Al-Maidah menjelaskan tentang pentingnya berwasiat 

disaksikan oleh kedua orang yang sudah dewasa. Sebab kemungkinan seseorang 

meninggal secara mendadak, sebab itu ulama Syafi’i mengatakan bahwa tidak ada 

kehati-hatian dari seorang muslim, kecuali wasiatnya ditulis atau disaksikan jika dia 

memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkan, sebab dikhawatirkan apabila dia tidak 

menulis atau disampaikan keseorang saksi maka wasiatnya tidak akan terlaksana. 

Selanjutnya Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan batasan berwasiat maksimal 

sepertiga dari harta yang ditinggalkan.21 

                                                             
20 Al-Bukhari, Shahhih Al-Bukhari, jus 3. (Beirut: Dar-Al-Fikr, 1981). 
21 Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, and Zuhdi Hasibuan, Hukum Waris, ed. M. Syukuri Albani Nasution, 

pertama. (Medan: CV.Manhaji, 2015), 112–113. 
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Wasiat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, 

terutama masyarakat muslim. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia terdiri 

dari berbagai suku dan agama. Keberadaan wasiat dalam hukum keluarga terutama pada 

hukum keluarga Islam yang dihubungkan dengan kewarisan tentu memiliki kedudukan 

yang sangat penting. Pentingnya hukum Islam mengawal keberadaan wasiat terasa 

keberadaanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kenyamanan keluarga atau bahkan 

masyarakat.22 Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara 

materiil dalam suatu undang-undang seperti kewarisan Barat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Wasiat hanya diatur dalam KHI sebagaimana 

termuat dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu 

Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Pasal 194 sampai 208 mengatur tentang wasiat 

biasa, sedangkan Pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus untuk anak angkat dan 

orang tua angkat yang disebut dengan wasiat wajibah.23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling 

berwasiat. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat 

dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang 

tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 

warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi 

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.24  

Adapun sebab seseorang terhalang mendapatkan warisan disebabkan karena 

membunuh dan memfitnah (Pasal 173 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang KHI).25 

Sedangkan menurut Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Waris Islam mengatakan 

bahwa berlainan agama antara pewaris dan ahli waris termasuk penghalang kewarisan.26 

Selanjutnya perbedaan agama juga menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris 

                                                             
22 Fitriatul Awaliah, “Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm Dan Relevansinnya Dengan 

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2013), 2. 
23 Mohammad Yasir Fauzi, “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim” (Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2020), 71. 
24 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi 

Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,” Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan 
(Jakarta, 2011). 

25 Ibid. 
26 Kamarudin, “Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara 

No.16K/AG/2010),” MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 25, no. 2 (2015): 7. 
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dari orang lain yang berbeda agamanya, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c 

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ahli waris adalah orang yang saat meninggal 

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi  ahli waris.27  

Meskipun dalam aturan norma hukum Islam melarang adanya hubungan 

kewarisan antara seseorang yang berbeda agama, namun dalam kenyataannya seseorang 

yang non muslim masih terbuka peluang mendapatkan bagian harta yang diambil dari 

warisan seorang muslim. Sebagaimana tertuang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Nomor 5/MUNAS VII//MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, pada pokoknya 

menentukan bahwa hukum waris tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-

orang yang berbeda agama, namun pemberian harta antar orang yang berbeda agama 

hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.28 

Selain itu, dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jepara No. 

1694/pdt.G/2019/PA.Jpr mengutip pendapat Imam Ibnu Hazm bahwa wasiat wajibah 

wajib diberikan kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan, baik 

karena terhijab oleh ahli waris lainya maupun karena perbedaan agama. Bagian harta 

yang diterima anak non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Jepara No. 

1694/pdt.G/2019/PA.Jpr sama besarnya dengan anak pewaris yang beragama muslim. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis melakukan penelitian skripsi 

dengan judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH 

UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara 

No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr). 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan wasiat wajibah 

kepada non-muslim di Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr) ? 

                                                             
27 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi 

Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.” 
28 Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Jepara No 

1694/Pdt.G/2019/PA.Jepr” (Jepara, 2019), 46. 
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2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap putusan wasiat wajibah kepada non-

muslim di Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019PA.Jpr) ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui Dasar Putusan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam 

menjatuhkan Putusan wasiat wajibah kepada Non Muslim. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap 

pemberian wasiat wajibah untuk Non Muslim. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran hukum 

wasiat wajibah. 

2. Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain 

yang ingin meneliti di bidang wasiat wajibah dan bagi para pembaca hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hukum wasiat wajibah. 

3. Manfaat akademis 

Secara akademis, sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam hukum Islam. 

 

E. Telaah Pustaka  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk 

dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat menempatkan posisi objek penelitian 

terhadap berbagai penelitian yang hampir serupa sehingga menemukan perbedaan fokus 

penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu, serta dapat 

membuktikan keoutentikan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pertama, skripsi 

yang di tulis oleh Zakiyatul Fata Zuhri yang berjudul “Wasiat Wajibah Kepada Isteri 

Yang Non Muslim Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung 

No.16k/Ag/2010)”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Pemberian wasiat wajibah 

kepada isteri yang non muslim, bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi seorang 
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isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam putusan Mahkamah Agung 

No.16K/Ag/2010 hakim melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan di 

antaranya yaitu, mengingat bahwa perkawinan tersebut sudah berlangsung cukup lama 

yaitu 18 tahun, berarti sudah cukup lama pulalah isteri tersebut mengabdikan diri kepada 

suaminya. Kemudian perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada Kantor 

Catatan Sipil dengan Kutipan Akta perkawinan No.57/K.PS/XI/1990 yang secara 

ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) maupun 

Undang-Undang No.1 Tahun1974. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengacu pada 

pendapat salah seorang Ulama Kontemporer Yusuf Al Qardhawi yang menafsirkan 

bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan muslim secara rukun 

dan damai tidak dapat dikategorikan Kafir Harbi. Sehingga atas dasar pertimbangan–

pertimbangan tersebut Maka patut dan layaklah isteri yang berstatus non muslim 

memperoleh bagian harta peninggalan suami dengan jalan Wasiat Wajibah. Hal tersebut 

juga diperkuat oleh undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 5 ayat (1) UU. 

No.48 tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat”.29 Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, 

sebab penelitian sebelumnya membahas tentang wasiat wajibah kepada istri yang non 

muslim dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai wasiat wajibah kepada anak 

kandung non muslim. Penelitian penulis tidak hanya memfokuskan penelitian terhadap 

hukum Islam tetapi juga membahas pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim 

dalam menjatuhkan putusan pemberian wasiat wajibah untuk anak non muslim. 

Kedua, Kamaruddin dengan jurnal yang berjudul Penerapan Wasiat Wajibah Bagi 

Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No.16K/AG/2010). Dalam jurnal ini 

Kamaruddin menyimpulkan dasar pertimbangan Mahkamah Agung memberikan wasiat 

wajibah adalah berdasarkan asas keadilan, dimana suami istri telah lama rukun dan 

damai dalam membina suatu keluarga. Relevansi wasiat wajibah terhadap realitas 

kontemporer adalah demi terciptanya kedamaian yang berorientasi kepada 

kemaslahatan. Artinya dengan diberlakukan wasiat wajibah terhadap ahli waris non 

                                                             
29 Zuhri, “Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim Dalam Perpekstif Hukum Islam (Analisis Putusan 

Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010).” 
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muslim akan memberi sedikit ruang dalam pemenuhan hak-haknya yang terhalang 

menurut hukum Islam dan KHI. Hal ini berarti bahwa seharusnya penemuan hukum 

oleh hakim lebih beorientasi pada keadilan dan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, 

sehingga yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi barometer pada pengadilan tingkat 

pertama dan banding dalam pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. 

Selanjutnya, diharapkan kepada pemerintah segera membuat UU yang mengatur tentang 

wasiat wajibah yang lebih komprehensif sebagai kebutuhan dalam menjawab tuntutan 

perkembangan zaman terutama bagi ahli waris non muslim.30 Berdasarkan hal ini 

penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian penulis bukan 

hanya membahas pandangan wasiat wajibah melalui hukum Islam tetapi juga membahas 

dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jepara dalam menjatuhkan 

putusan wasiat wajibah untuk anak non muslim. 

Ketiga, Muhammad Rinaldi Arif tulisan yang berjudul Pemberian Wasiat Wajibah 

Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam 

dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995). Rinaldi menyimpulkan bahwa 

konsep wasiat wajibah menurut hukum Islam adalah untuk ahli waris yang tidak 

mendapat bagian warisan karena ada hijab yang menghalanginya, sedangkan menurut 

KHI, wasiat wajibah dikhususkan bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan alasan 

rasa kemanusiaan. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995, konsep 

wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk 

ahli waris non muslim. Pendapat Mahkamah Agung itu didasari atas konsep keadilan 

dan perlindungan hukum. Pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama 

dalam putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan bagian atau porsi terhadap ahli 

waris beda agama dengan berpedoman terhadap bagian ahli waris beda agama yang 

berkedudukan manakala ia beragama Islam. Hakim tidak berpatokan terhadap bagian 

wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian warisan, dan dengan demikian apabila pewaris 

hanya memiliki ahli waris tidak lebih dari 2 (dua) orang, maka ahli waris beda agama 

tersebut kemungkinan besar mendapat bagian lebih dari 1/3 bagian warisan, dan apabila 

bagian wasiat wajibah itu melebihi bagian maksimal 1/3 bagian warisan, maka akan 

                                                             
30 Kamarudin, “Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara 

No.16K/AG/2010).” 
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batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 sesungguhnya 

tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, alasannya bahwa Mahkamah Agung 

sama sekali tidak memberikan dasar yang jelas terkait pemberian wasiat wajibah bagi 

ahli waris non muslim. Putusan Mahkamah Agung itu menciderai rasa keadilan yang 

telah tertera dalam Al-Qur‟an dan Sunnah, serta mengabaikan perlindungan hukum bagi 

ahli waris yang Islam.31 Berdasarkan hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian 

penulis, penelitian sebelumnya membahas tentang perbandingan fikih Islam dan 

Yurispudensi Mahkamah Agung. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang 

tinjauan hukum Islam dan pandangan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam 

menjatuhkan putusan wasiat wajibah untuk anak non muslim serta pertimbanganya. 

Keempat, dalam skripsi Fitriatul Awalliah yang berjudul “Analisis Konsep 

Wajibah Perspektif Ibnu Hazm dan Relevanisnya dengan Kompilasi Hukum Islam”. 

Dalam skripsi ini Fitriatul menjelaskan bahwa wasiat wajibah menurut Imam Ibn Hazm 

dan kompilasi hukum Islam tidak sejalan, dalam pemikiran Ibn Hazm menjelaskan 

bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah orang yang masih memiliki 

hubungan darah. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam mengatur bahwa yang 

menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat dengan batasan 

maksimal 1/3 dari harta warisan si pewaris. Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya bahwa 

yang berhak menerima warisan adalah orang yang masih memiliki hubungan darah 

dengan dalil sebagai berikut :  

قَ  ربَِيَ بِِل مَع   اا ال وَصِيَّةُ للِ وَالِدَي نِ وَالْ  رُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى كُتِبَ عَلَي كُم  إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ ال مَو تُ إِن تَ رَكَ خَيْ 
 ال مُتَّقِيَ 

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) 
maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib 
kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” 
 

Dalil diatas Ibnu Hazm mengambil kesimpulan bahwa wasiat diwajibkan kepada 

mereka yang sebagai ahli waris atau orang yang memiliki hubungan darah memiliki 

                                                             
31 Muhammad Rinaldi Arif, “Pemberian Wasiat Wasiat Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan 

Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995),” DE LEGA LATA: Jurnal 
Ilmu Hukum 2, no. 2 (2017). 
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sebab terhalanngnya seorang ahli waris menerima warisan dari pewaris.32 Berdasarkan 

hal tersebut, tentu saja berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa penulis 

sebelumnya menulis wasiat wajibah berdasarkan prespektif Ibn Hazm, sedangkan 

penelitian penulis membahas tentang wasiat wajibah dipandang melalui hukum Islam 

dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan wasiat wajibah untuk anak non 

muslim. 

Kelima, skripsi yang berjudul “Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, 

Malaysia dan Irak” yang ditulis oleh Nabil Asrof Uneversitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memfokuskan terhadap persamaan dan perbedaan 

wasiat wajibah di Indonesia, Malaysia, dan Irak. Yang memiliki tiga persamaan yaitu 

definisi, kadar serta tujuan dan manfaatnya dan tiga perbedaan yaitu penerima wasiat 

wajibah, sumber hukum serta kedudukan hukumnya. Di Indonesia sumber hukum yang 

digunakan atau mengacu pada maslahah mursalah, sedangkan di Malaysia dan Irak 

mengacu pada pendapat Ibn Hazm dari mazhab azh-Zhahiri yang mewajibkan wasiat 

kepada kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan.33 Berdasarkan hal ini tentu 

berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai pandangan hukum Islam 

dan pertimbangan hakim terhadap wasiat wajibah yang diberikan kepada anak yang non 

muslim pada putusan hakim di Pengadilan Agama Jepara. 

Dari hasil kajian pustaka-pustaka yang telah penulis cantumkan diatas memang 

sudah menyinggung tentang wasiat wajibah. Tetapi tujuan dan sudut pandang yang ingin 

diteliti oleh penulis tidak sama dengan penelitian sebelumnya. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu aktivitas ilmiah untuk 

menemukan kembali pengetahuan yang benar. Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian 

hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran 

tertentu yang ditujukan untuk mempelajari suatu permasalahan hukum tertentu.34 

                                                             
32 Awaliah, “Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm Dan Relevansinnya Dengan Kompilasi 

Hukum Islam Di Indonesia.” 
33 Asrof, “Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia Dan Irak.” 
34 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, ed. M.H Dr. Oksidelfa Yanto, S.H. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 

2018), 47. 
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Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (field research). Tujuan dari 

penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara jelas tentang latar keadaan 

masalah yang terjadi  dan interaksi lingkungan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode 

kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih 

meneliti substansi makna. Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang 

kaya atas fenomena, metode kualitatif mendorong atas pemahaman suatu peristiwa 

dengan begitu penelitian kualitatif tidak hanya mendapatkan gambaran atau penjelasan, 

namun mendapatkan pemahaman yang lebih dalam.35 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis, yaitu 

penelitian yang bermaksud melihat pengimplementasian suatu teori, konsep, asas 

hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen dengan 

menggunakan sumber hukum bahan hukum yang berupa peraturan perundang-

undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian, teori hukum dan 

pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif biasa juga disebut dengan 

penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Karena 

penelitian ini hanya tertuju pada peraturan hukum yang tertulis atau bahan-bahan 

hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, karena 

penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang di 

perpustakaan.36 Oleh karena itu, Penelitian hukum normatif dan bersifat kualitatif, 

selaras dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang putusan wasiat wajibah di 

Pengadilan Agama Jepara No. 2694/pdt.G/2019/PA.Jpr. 

2. Sumber Data  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka dalam 

mengumpulkan data, oleh karena itu data-data yang diperoleh adalah data primer, 

data sekunder dan data tersier.  

                                                             
35 Yoni Ardiyanto, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif,” accessed January 23, 2022, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/atikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html. 
36 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, pertama. (Mataram: Mataram University Press, 2020). 
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a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, merupakan 

sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data primer 

yang di maksud di sini adalah putusan wasiat wajibah di Pengadilan Agama Jepara 

No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr. 

b. Data sekunder, merupakan data penunjang seperti peraturan perundang-undangan 

Kompilasi Hukum Islam, studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan 

teori yang bersumber dari buku literatur fiqh dan karya ilmiah lainnya, serta 

wawancara yang berkaitan dengan wasiat wajibah, pengelolaan wasiat wajibah, dan 

pelaksanaan wasiat wajibah yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan 

penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum informasi penunjang dari hukum 

primer dan sekunder. Bahan hukum sekunder dapat berupa jurnal-jurnal, karya 

ilmiah, ensiklopedi, kamus dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data 

yang valid dan lengkap sehingga penulis menggunakan beberapa metode di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh 

orang lain tentang subjek. Menurut Bugin bahan dokumen berbeda secara gradual 

dengan literatur, dimana literatur merupakan bahan-bahan yang diterbitkan sedangkan 

dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan 

dokumenter. Seperti data yang tersimpan di website, dokumen pemerintah dan swasta, 

foto, dan lainnya.37 

b. Wawancara  

                                                             
37 Albi Anggito and Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV.Jejak, 2018), 153. 
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Wawancara (interview) dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara 

langsung antara peneliti dengan hakim yang menentukan yuridis putusan wasiat wajibah 

Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr. 

4. Metode Analisi Data   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu 

menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisis sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam proses 

mencari data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan 

dianalisis bersama dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif. 

Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang melukiskan dengan maksud 

menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya 

hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat. Alasan penulis 

menggunakan metode deskriptif analisis dalam penelitian ini karena untuk 

memperoleh gambaran tentang status gejala pada saat penelitian, setelah data 

terkumpul penulis akan menganalisis terkait Wasiat Wajibah untuk Non Muslim (Studi 

Keputusan Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr). 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN DAN WASIAT WAJIBAH 
 

A. Kewarisan Islam 

1. Hukum Waris 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang 

berhak menerima harta pusaka dari orang yang meninggal.38 Waris menurut hukum 

Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan 

seseorang yang meninggal dan diberikan kepada seseorang yang sebagai ahli warisnya. 

Hukum waris juga disebut dengan faraid yaitu bagian harta tertentu yang dibagi menurut 

agama Islam kepada orang yang berhak menerima harta tersebut.39 

Menurut istilah hukum waris adalah kaidah-kaidah atau azas-azas yang mengatur 

proses berpindahnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang 

meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup serta memiliki hubungan darah. 

Pendapat Soepomo mengenai hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses 

memindahkan serta meneruskan barang harta benda pusaka dari seseorang kepada 

seseorang lainya yang masih memiliki hubungan darah atau keturunan.  Hilman 

Hadikusumah dalam bukunya menuliskan bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan 

dari orang yang telah meninggal yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah 

dibagi-bagi atau masih dalam keadaan utuh.40 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a) hukum kewarisan adalah 

“hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa 

                                                             
38 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: balai pustaka, 2001), 

1386. Kata “waris” secara etimologi berasal dari akar bahasa Arab yakni wariṡa-yariṡu-warṡan, irṡan atau turaṡ, yang 
berarti “memusakai”, istilah kata wariṡ sama dengan farāiḍ, yang berarti ”kadar” atau “bagian.”38 Sedangkan secara 
terminologi hukum, pewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan, 
dengan menetapkan bagian-bagian yang berhak diterima oleh ahli waris dari harta peninggalan pewaris. Baca : Alfian 
Qodri Azizi, “Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” Program Pasca Sarjana UIN 
Sunan Kalijaga (2016): 67. 

39 Warson Ahman and Perangin Effendi, Hukum Waris (Jakarta: Rajawali pers, 2008), 3. 
40 Hayati, Haris, and Zuhdi Hasibuan, Hukum Waris. 
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bagiannya masing-masing”.41 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda 

“hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan 

karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan 

oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik 

dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka 

dengan pihak ketiga.42 Ciri khas hukum waris perdata Barat atau BW antara lain adanya 

hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut 

pembagian dari harta warisan. Hal ini berarti bila ada ahli waris yang menuntut haknya 

di Pengadilan maka tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainya.43 

2. Syarat-Syarat dan Rukun Warisan 

Dalam hubungannya pembagian warisan, ada beberapa syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun dan 

sebagian ada yang berdiri sendiri. 

Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut : 

a. Matinya muwarriṡ (orang yang mewariskan), sebagai akibat kematian muwaris 

adalah warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan 

persyaratan tertentu. 

b. Hidupnya waris (ahlu wariṡ) di saat kematian muwaris. 

c. Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan dia benar-benar hidup 

pada saat pewaris meninggal dunia.44 Syarat ini penting bagi mereka ahli waris yang 

mauquf (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan 

ibunya. 

d. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.45 

                                                             
41 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi 

Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.” 
42 Hayati, Haris, and Zuhdi Hasibuan, Hukum Waris. 
43 Wahyuni Afidah, “Sistem Waris Dalam Prespektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di 

Indonesia,” Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 5 (2018): 156. 
44 Orang tua wajib memberikan nafkah anak selaku ahli waris sesui kemampuannya berdasarkan pasal 868 

KUH perdata. Jika orang tua tidak mampu memberikan nafkah kepada anak maka digantikan dengan kerabat lainnya 
yang berhak mendapatkan warisan. Alfian Qodri Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh 

Dan Perundang-Undangan Indonesia,” JURNAL IQTISAD 7, no. 1 (2020): 7,16. 
45 Anak yang dapat memperoleh hak warisan adalah adalah mereka yang memiliki hubungan nasab dengan 

ayah biologisnya atau disebut dengan anak sah. UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) memberikan syarat 
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e. Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang 

menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari mawani’ul irtsi yaitu 

perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama. 

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga yaitu : 

a. Al-muwarriṡ, yaitu orang yang meninggalkan hartanya atau orang yang mewariskan 

hartanya. 

b. ahlu wariṡ atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan 

kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), 

atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. 

c. Al-mauruṡ atau al-miraṡ, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya 

perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.46 

 

3. Ahli Waris 

Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, berarti orang-

orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Orang yang berhak menerima 

harta benda peninggalan seseorang pewaris adalah seseorang yang memiliki hubungan 

kekerabatan atau perkawinan dengan pewaris.47 Kompilasi Hukum Islam pasal 171 

huruf (c) memandang ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia 

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.48 Menurut Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata Pasal 832 yang berhak menjadi ahli waris ialah 

“keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar 

perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup telah hidup lama. Bila keluarga sedarah 

                                                             
sahnya pernikahan jika dilaksanakan berdasarkan aturan hukum agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai 
aturan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan anak hasil zina terhalang nasabnya sehingga hilang haknya untuk 
memperoleh bagian warisan dari ayah biologisnya.Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, 
“Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions,” Ijtihad: Jurnal Wacana 
Hukum Islam dan Kemanusiaan 20, no. 2 (2020): 2. 

46 Hayati, Haris, and Zuhdi Hasibuan, Hukum Waris. 
47 Shofiana Isria, “Studi Kompratif Pendapat Imam Ibnu Hazm Dan Imam Al-Syirazi Tentang Wasiat Kepada 

Ahli Waris Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia” (UIN Walisongo Semarang, 2017), 39–40. 
48 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi 

Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.” 
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dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan 

menjadi milik negara”.49  

Ahli waris berhak memiliki secara sah jika syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu ahli 

waris masih hidup pada saat kematian pewaris, tidak ada hal yang menghalangi secara 

hukum untuk menerima warisan dan tidak terselubung atau tertutup oleh ahli waris yang 

lebih dekat.50 Ahli waris mempunyai hak dan kewajiban setelah kematian pewaris. 

Adapun hak tersebut adalah menerima warisan secara utuh, yang dapat dilakukan secara 

tegas atau dengan cara lain. Hak untuk menukar, menerima atau menolak warisan 

tersebut, hal ini biasa terjadi ketika harta peninggalan pewaris tidak cukup untuk 

membayar hutang-hutang yang ditanggung di masa hidupnya. Atau dengan cara lain 

dalam syariat Islam membolehkan ahli waris tidak menerima bagian warisannya lalu 

bagiannya diberikan kepada ahli waris yang lebih membutuhkannya, hal ini disebut 

dengan al-takharuj min al tirkah.51  

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ahli waris memiliki kewajiban terhadap 

pewaris, kewajiban tersebut meliputi :  

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. 

b. Menyelesaikan baik hutang-hutangpengobatan, perawatan, termasuk kewajiban 

pewaris maupun penagih piutang. 

c. Menyelesaikan wasiat pewaris. 

d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. 52 
 

4. Macam-Macam Ahli Waris 

Ahli waris terbagi menjadi dua macam, yaitu ahlli waris sababiyah dan ahli waris 

nasabiyah. Yang dimaksud dengan ahli waris sababiyah adalah hubungan kewarisan 

yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu perkawinan yang sah (musaharah) dan 

memerdekakan hamba sahaya (al-wala’) atau karena adanya perjanjian tolong 

                                                             
49 Soebekti and Sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
50 Syarifuddin Amir, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004). 
51 Bahri Syamsul, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya 

Pada Pengadilan Agama (Jakarta: Kencana, 2015), 80. 
52 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi 

Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.” 
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menolong. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaan terjadi 

karena hubungan darah. Ahli waris nasabiyah dibedakan menjadi tiga golongan. 

Pertama golongan furu’ al mayyit, yaitu hubungan nasab menurut garis keturunan 

ke bawah. Ahli waris dalam golongan ini terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan, 

dan anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau perempuan) dan seterusnya ke bawah 

keturunan laki-laki. Kedua, usul al-mayyit (keturunan asal dari yang mewariskan 

berdasarkan keturunan ke atas). Yang termasuk dalam golongan ini adalah Ayah, Ibu, 

Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas, ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek 

dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu). 

Ketiga, al-hawasyi (hubungan nasab dari arah menyamping). Yang termasuk 

dalam golongan ini adalah saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, 

saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara 

perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke 

bawah dari keturunan laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan 

seterusnya ke bawah dari turunan laki-laki, saudara laki-laki sekandung dari ayah 

(paman sekandung) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seayah dari ayah (paman 

seayah) dan seterusnya ke atas, anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke 

bawah, anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.53 

Berdasarkan kewarisan Islam, ahli waris digolongkan dalam tiga bagian golongan, 

yaitu :  

1) Zu al-faraid 

Zu al-faraid adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam 

keadaan tertentu. Zu al-faraid  terdiri dari empat orang laki-laki (ayah, kakek seayah 

dan seibu seterusnya ketas, saudara laki-laki seibu, dan suami pewaris). Delapan 

orang perempuan (istri pewaris, anak perempuan, saudara perempuan shahihah,  

saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, cucu perempuan dari anak 

                                                             
53 Khasani Akrom, “Ahli Waris Nasabiyah Dan Ahli Waris Sababiyah,” last modified 2016, accessed 

February 26, 2022, https://katapembelajar.blogspot.com/2016//ahli-waris-nasabiyah-dan-ahli-waris_15.html?m=1. 
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laki-laki, ibu, dan nenek shahihah dan seterusnya ke atas). Mereka disebut sebagai 

asbab al-furud (yang menerima bagian tertentu secara nash).54 

2) Asabah  

Asabah adalah sebutan untuk ahli waris yang dekat pertalian kekerabatan 

dengan pewaris. Asabah mewarisi harta warisan dengan bagian menghabiskan sisa 

bagian yang sudah dibagi-bagi tanpa ditentukan secara pasti bagianya. Asabah 

dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut. Pertama, asabah bi nafsi adalah ahli 

waris yang menjadi ashabah karena dirinya sendiri. Bagian mereka ditentukan oleh 

kedekatannya kepada pewaris, tanpa memerlukan orang lain agar dapat mewarisi 

secara asabah. Yang termasuk asabah bin nafsi adalah : 

a. Anak laki-laki 

b. Cucu laki-laki 

c. Ayah 

d. Kakek 

e. Saudara laki-laki kandung 

f. Saudara laki-laki seayah 

g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan) 

h. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (keponakan) 

i. Paman sekandung dengan ayah 

j. Paman sebapak dengan ayah 

k. Anak laki-laki paman sekandung dengan ayah (sepupu) 

l. Anak laki-laki paman sebapak dengan ayah (sepupu) 

m. Laki-laki yang memerdekakan budak 

Kedua, asabah bil ghairi adalah ahli waris (perempuan) yang menjadi 

ashabah karena saudara laki-lakinya itu, yang termasuk asabah bil ghairi adalah : 

a. Anak perempuan menjadi asabah karena ada anak laki-laki 

b. Cucu perempuan menjadi asbah karena ada cucu laki-laki 

                                                             
54 Isria, “Studi Kompratif Pendapat Imam Ibnu Hazm Dan Imam Al-Syirazi Tentang Wasiat Kepada Ahli 

Waris Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia.” 
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c. Saudara perempuan kandung menjadi asbah karena adanya saudara laki-laki 

kandung 

d. Saudara perempuan seayah karena saudara laki-laki seayah. 

Ketiga, ashabah ma’al al-ghairi yaitu ahli waris perempuan yang bisa 

menjadi ashabah disebabkan adanya waris perempuan lainya. Mereka adalah 

seorang saudara perempuan shaihah atau lebih dan saudara perempuan sebapak, 

mereka mewarisi bersama sebab adanya anak perempuan atau cucu perempuan dari 

garis laki-laki. Kedua saudara perempuan tersebut mengambil sisa bagian setelah 

anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki mengambil bagiannya 

berdasarkan zu al-faraid.55 

3) Zu al-Arham 

Zu al-Arham adalah mereka yang bukan termasuk zu al-faraid dan bukan 

asabah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama, sebagian ulama yang 

menyatakan bahwa kerabat yang bukan zu al-faraid dan asahabah tidak dapat 

mewarisi apabila tidak ada zu al-faraid dan ashabah maka harta warisan diberikan 

kepada bait al-mal. Ulama yang menyatakan pendapat ini diantaranya adalah Abu 

Bakar, Umar ibn Khattab, Ustman ibnn affaan, Zaid ibn Tsabit, az-Zuhri, al-

Auzai.56 

Sedangkan kelompok Sunni memakai pendapat Imam Abu Hanifah dan 

Imam Hamad bin Hanbal sebagaimana Ali ibn Abi Thalib, Ibn Abbas, dan Abdillah 

ibn Mas’ud menyatakan bahwa kerabat yang tidak termasuk zu al-faraid dan 

ashabah mereka dapat memperoleh harta warisan ketika zu al-farid dan ashabah 

tidak ada.57 

5. Ahli Waris Yang Terhalang Mendapatkan Bagian Warisan 

Dalam faraidh, penghalang seseorang mendapatkan harta warisan dinamakan 

dengan mawani al-irtsi. Kata  mawani al-irtisi berarti penghalang diantara dua hal atau 

sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Orang yang terhalang 

                                                             
55 Maruzi Muslich, Pokok-Pokok Ilmu Waris (Semarang: Mujahidin, 1981), 27–29. 
56 Syalthut Mahmud, Muqaranatul Madahib Di Al-Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 303. 
57 Ainullah Indi, Enisklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid I, 1st ed. (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 10. 
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mewarisi disebut dengan mamnu’ atau mahrum. Istilah tersebut harus dibedakan dengan 

istilah mahjub yang juga artinya sama dengan mamnu’ atau mahrum. Perbedaan 

keduanya terletak pada kemutlakan tidak memperoleh harta warisan. sedangkan mahjub 

adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya ahli waris lain yang 

lebih dekat kekerabatan dengan pewaris. 

Ahli waris yang mahjub bersifat sementara karena apabila ahli waris yang 

menghalanginya tidak ada maka ahli waris mahjub ini dapat menerima harta warisan 

dari pewaris. Tentu saja hal ini berbeda dengan mamnu’ yang mana terhalangnya 

mendapatkan warisan bukan karena adanya ahli waris lainnya melainkan kedudukannya 

yang diharamkan mendapatkan warisan menurut Islam dan ahli waris yang mamnu’ ini 

terhalang mendapatkan bagian harta warisan bersifat selamanya. 

Penghalang warisan yang bersifat mamnu’ mengakibatkan gugurnya hak ahli 

waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris walaupun hubungan 

kekerabatannya sangat dekat dengan pewaris. Seperti halnya anak yang membunuh 

orang tuanya atau yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta 

warisan tersebut. 

Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan yaitu 

perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Berkaitan dengan adanya perbedaan 

agama, berdasarkan kesepakatan ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’I 

dan mazhab Hanbali bahwa non muslim tidak bisa mewarisi muslim, seorang muslim 

tidak bisa mewarisi harta peninggalan seorang kafir begitu sebaliknya seorang kafir 

tidak bisa mewarisi harta peniggalan seorang muslim.58 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 seorang terhalang menjadi ahli waris 

apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 

dihukum karena : 

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya 

berat pewaris. 

                                                             
58 Fithriani Ahda, “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,” jurnal ilmu 

hukum 15 (2015): 95–98. 
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b. Dipersalahkan secara memiftnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris 

telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun 

penjara atau hukuman yang lebih berat.59 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 838 orang yang dianggap 

tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat 

warisan, ialah: 

a. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh 

orang yang meninggal itu. 

b. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah 

telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan 

suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau 

hukuman yang lebih berat lagi. 

c. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan 

atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya. 

d. Dia yang telah menggelapkan. memusnahkan atau memalsukan wasiat orang 

yang meninggal itu.60 

 

6. Dasar Hukum Warisan 

Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang melandasi sebagai dasar hukum dalam 

kewarisan diantaranya adalah surat an-Nisa ayat 11 dan 12, sebagai berikut: 

َف َ َاث ن ت ي ن  ق  َن س اۤءًَف و  َك نَّ ََۚف ا ن  َالَ  ن ث ي ي ن  ظ   َح  ث ل  َم  َل لذَّك ر  ك م  د  لَ  َا و  ف ي ْٓ  َ ي ك م َاللّٰه ص  اَت رَ ي و  َث ل ث اَم  اَل ه نَّ د ةًَف ل ه  اح  َو  َك ان ت  ا ن  ََۚو  ك 

َلََّ َي ك ن  َلَّم  َۚف ا ن  ل دَ  َل هَٗو  َك ان  َا ن  ك  اَت ر  مَّ َم  اَالسُّد س  م  ن ه  دٍَم   اح  َو  َل ك ل   ي ه  لَ  ب و  ََۗو  ف  َالن  ص  ََۚف ا ن  َالثُّل ث  ه  ف لِ  م   َا ب وٰهَ  ث هْٗٓ ر  و  وَّ ل دَ  هَٗو 

ف لِ  م َ   َ ة و  َل هَْٗٓا خ  َك ان  م  َا يُّه  ن  و  َت د ر  َلَ  ك م ۚ ا ب ن اۤؤ  ك م َو  َد ي نٍََۗاٰب اۤؤ  ا و  آَْ َب ه  ي  ص  يَّةٍَيُّو  ص  َو  َب ع د 
ن ْۢ َم  َالسُّد س  ةًَه  ي ض  َن ف عاًََۗف ر  َل ك م  ب  ا ق ر 

ي مًا ك  َع ل ي مًاَح  ك ان   َ َاللّٰه َۗا نَّ  َ َاللّٰه ن  َم  
 

11. “Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: 
bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan 
jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 
separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari 
harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 

                                                             
59 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi 

Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.” 
60 Soebekti and Sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya 
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana” 
 

َ م َا ن  ك  اج  و  َا ز  ك  َم اَت ر  ك م َن ص ف  ل  يَ ۞َو  ص  يَّةٍَيُّو  ص  َو  َب ع د 
ن ْۢ َم  ن  ك  اَت ر  مَّ ب ع َم  الرُّ مَ  ك  ف ل  دَ  ل  َو  ه نَّ َل  َك ان  َۚف ا ن  دَ  ل  َو  ه نَّ َلَّ م َي ك ن  َب ه آَْلَّ ن 

هَ  ف ل  ل دَ  م َو  ك  َل  َك ان  َۚف ا ن  دَ  ل  ك م َو  َلَّ م َي ك ن  َلَّ ت م َا ن  ك  اَت ر  مَّ ب ع َم  َالرُّ ه نَّ ل  َد ي نٍََۗو  َا و  ا و  َب ه آَْ ن  ص و  يَّةٍَت و  ص  َو  َب ع د 
ن ْۢ ت م َم   ك  اَت ر  مَّ َم  َالثُّم ن  نَّ

ه م اَالسُّد َ ن  دٍَم   اح  َو  َف ل ك ل   ت  َا خ  َا و  َا خ  هْٗٓ ل  وَّ ا ةَ  ر  َام  ةًَا و  لٰل  َك  ث  ر  َيُّو  ج ل  َر  َك ان  ا ن  َش رَ د ي نٍََۗو  َف ه م  َذٰل ك  ن  َم  ث ر  اَا ك  َك ان و ْٓ َف ا ن  ك اۤءَ س ۚ
ع لَ   َ اللّٰه َۗو   َ َاللّٰه ن  يَّةًَم   ص  ََۚو  َم ض اۤر ٍ َغ ي ر  َد ي نٍٍۙ ا و  صٰىَب ه آَْ يَّةٍَيُّو  ص  َو  َب ع د 

ن ْۢ َم  ل ث  ل ي م َۗف ىَالثُّ ح  َي مَ 
 

 
12. “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, 
maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi 
wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh 
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 
mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar 
hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara 
laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara 
seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah 
dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak 
memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) 
syari´at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Penyantun”61 

 
 
 

Surat an-Nisa ayat 176 : 

َ َق ل  ل ة َۚٱَف يَي فۡت يك مََۡللَّّ َٱي سۡت فۡت ون ك  ا َٱَإ نَ َلۡك ل ٰ ؤ  ل دَ َل ه ۥَل يۡسَ َه ل كَ َمۡر  ل ه ْۥََٓو  اَأ خۡت ََو  اَن صۡفَ َف ل ه  ك ََۚم  ه وَ َت ر  آََْو  ث ه  اَي ك نَلَّمََۡإ نَي ر  َلَّه 

ل د َۚ اَثۡن ت يۡنَ ٱَك ان ت اَف إ نَو  م  اَلثُّل ث انَ ٱَف ل ه  مَّ ك ََۚم  َت ر  ظ   َح  ثۡل  َم  ن س آْءَٗف ل لذَّك ر  الََٗو  ج  ةَٗر   ا َإ خۡو  إ نَك ان وْٓ َأ نَل ك مََۡللَّّ َٱَي ب ي  نَ َلۡۡ نث ي يۡن َۗٱَو 

لَُّ ١٧٦َََع ل يم ََْۢش يۡءٍََب ك ل َ َللَّّ َٱوَ َوا َۗت ض 

176. “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi 

fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak 
mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-
laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; 
tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 
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dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki 
sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) 
kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”62 

Ada beberapa dasar hukum tentang warisan dalam hadist Rasullah SAW : 

ُ تَ عَالََ عَن هُ قاَلَ : قُ ل ت يَٰ رَسُولَ اللَِّّ   ، أنََّ ذُو مَال  ، وَلَا يرَثُِنِِ إلاَّ اب  نَةٌ وَعَن  سَع دِ ب نِ أَبِ وَقَّاص  رَضِيَ اللَّّ
قُ بثُِ لثَُي  مَالِ ؟ قاَلَ : لَا قُ ل ت : أفََأتََصَدَّقُ بِشَط رهِِ ؟ قَالَ : لَا قُ ل ت : أفََ  قُ بثُِ لثُِهِ لِ وَاحِدَةٌ ، أفََأتََصَدَّ أتََصَدَّ

ذَر  وَرثََ تَك أغَ نِيَاءَ خَيْ ٌ مِن  أنَ  تَذَرَهُم  عَالَةا يَ تَكَفَّفُونَ النَّاسَ  ؟ قَالَ : الث يلُثُ ، وَالث يلُثُ كَثِيٌْ ، إنَّك إن  تَ 
 )مُت َّفَقٌ عَلَي هِ(

“Dan dari Sa’d Bin Abi Waqqash r.a. beliau berkata: Saya berkata:,” Ya Rasulullah 

saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada orang yang 
mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga 
hartaku? Nabi menjawab: jangan! lalu saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan 
separuhnya?, Beliau menjawab, jangan! Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan 
sepertiganya? Beliau bersabda: sepertiga it. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu 
tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan 
mereka dalam keadaan mereka melarat yang akan meminta-minta kepada 
orang. (Muttafaq Alaih)”.63 

 مَةَ  اسُاَ  عَن   عُث مَان   ب نِ  عُمَرَ  ب نِ  حُسَي    ب نِ  عَلِي عَن   ب   شِهَا ب نِ  ا عان   يح   جُرَ  اب نِ  عَنِ  صِم   عاَ  ابَو   ن  عَ 
هُمَاانََّ  اللُ  زيَ د رَضِيَ  ب نِ  لِمُ الكَافِرَ، و الكَافِرُ   عَليَ هِ  اللُ  صَلَّ  ال نَّبِي  عَن   لِمَ لا يرَِثُ ال مُس   ال مُس 

“Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Sihab dari Ali bin Husain bin Umar bin 
Utsman dari Usamah bin Zaid r.a : Nabi SAW, bersabda : Orang muslim tidak dapat 
mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewaris orang muslim.”64 
 

B. Wasiat dan Wasiat Wajibah 

1. Wasiat  

Wasiat adalah suatu keinginan seseorang yang disampaikan secara lisan atau 

tertulis kepada keluarga atau orang yang dipercaya mengenai harta bendanya menjelang 

kematiannya. Wasiat diambil dari kata bahasa Arab, wasaitu syausyihi bermakna 

ausaltuhu (aku menyampaikan sesuatu). Orang yang berwasiat menyampaikan pesan di 

                                                             
62 QuranKemenagInMsWord-32. 
63 Al-Bukhari, Shahhih Al-Bukhari. 
64 Abu, Shahih Bukhari. 



28 
 

 
 

waktu hidupnya, untuk dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam Istilah 

Syara’, wasiat adalah seseorang memberi barang, piutang, atau manfaat kepada orang 

lain dengan ketentuan untuk dimiliki sepenuhnya oleh orang yang diberi wasiat setelah 

yang berwasiat meninggal dunia.65 Wasiat secara istilah, adalah suatu tindakan hukum 

yang dilakukan oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah 

meninggal dunia, atau pesan khusus kepada orang kepercayaan untuk memberikan 

kepada siapa hartanya diberikan setelah dia meninggal dunia.66 Dalam buku Fiqh al-

sunnah karangan Sayid Sabiq, mengemukakan bahwa wasiat, menurut istilah adalah 

pemberian seseorang kepada orang lain, berupa harta, piutang dan manfaat, dengan 

ketentuan penerima menjadi pemilik mutlak dari apa yang diberikan oleh pewasiat.67 

Wasiat merupakan keinginan terkahir dari seseorang sebelum meninggal dunia, 

keinginan itu biasanya diucapkan pewaris pada saat pewaris mengalami sakit-sakitan 

dan sudah ada tanda-tanda kematian, keinginan terakhir biasanya meliputi perintah 

untuk menyerahkan amanah, sumbangan kebaikan, mendidik anak, memandikan mayit, 

dan membagi hartanya. Wasiat adalah pesan melaksanakan sesuatu yang baik setelah 

seseorang meninggal dunia.68 Secara etimologis, ahli hukum Islam menganggap wasiat 

sebagai hak milik, yang dipercayakan kepada seseorang setelah meninggalnya pewasiat 

melalui jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabrru. Pengertian ini tentu 

membedakan antara wasiat dan hibah, yang mana hibah adalah pemberian seseorang 

yang bisa diterima saat itu juga, berbeda dengan wasiat yang penguasaanya bisa dimiliki 

setelah meninggalnya pewasiat.69 

Menurut Eman Suparman wasiat dalam hukum adat adalah pemberian oleh 

seseorang kepada ahli waris atau orang tertentu yang pemberianya dilaksanakan setelah 

meninggalnya pewasiat, pemberian wasiat diharapkan dapat mencegah terjadinya 

persengketaan dan dapat mewujudkan rasa kasih sayang antar ahli waris atau orang yang 
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No.16K/AG/2010).” 
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menerima wasiat terhadap si pewasiat.70 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy 

mendefinsikan wasiat sebagai suatu tasharruf atas harta peninggalan yang akan 

dilaksanakan dengan sukarela dalam segala keadaan setelah meninggalnya pewasiat.71 

Wasiat dalam pandangan ulama Fuqaha’ Hanafiyah adalah tindakan seseorang 

memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki suatu benda atau manfaat secara 

sukarela yang kepemilikannya diberikan setelah peristiwa meninggalnya orang yang 

memberi wasiat. Sedangkan ulama Fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hambaliyah 

mendefinisikan lebih rinci tentang wasiat yaitu suatu transaksi yang menetapkan 

penerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang memberikan 

wasiat setelah pewasiat meninggal dunia.72 Empat imam mazhab sepakat bahwa wasiat 

hukumnya sunnah, karena kewajiban wasiat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 telah 

dinaskh dengan surat An-nisa ayat 11 tentang warisan. 

Memberi wasiat pada dasarnya adalah tindakan ikhtiyariyah, yaitu kehendak yang 

dilakukan atas kemauan diri sendiri dalam keadaan apapun. Pada dasarnya orang bebas 

memberikan wasiat atau tidak tergantung pada kehendaknya. Namun sebagian ulama 

berpendapat kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, ini hanya berlaku pada orang 

yang bukan kerabat dekat.73 Berwasiat dalam surat al-Maidah ayat 106 memerintahkan 

agar disaksikan oleh dua orang saksi pada saat memberikan wasiat, hal ini dikarenakan 

untuk menghindari tidak dilaksanakanya wasiat, dalam peristiwa ini dijelaskan kalau 

saki-saksi dalam wasiat tidak harus bergama Islam, dan dibolehkan mengambil saksi 

yang berbeda agama dengan si pewasiat.74 

Wasiat yang tercantum dalam kitab al-Muhalla karangan Imam Ibnu Hazm beliau 

berpendapat bahwa berwasiat kepada kaum kerabat yang tidak mendapatkan bagian 

harta pusaka hukumnya wajib. Dengan arti lain berwasiat kepada kerabat yang tidak 

mendapatkan bagian warisan karena terhijab oleh suatu alasan syara’ menjadi suatu 

kewajiban dan tidak gugur setelah kematian, akan menjadi tanggung jawab ahli waris 
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dan penguasa (hakim) untuk menjalankan kewajiban tanpa harus menyusahkan ahli 

waris lainya.75 Ibnu Hazm menganggap wasiat adalah hal yang wajib untuk 

dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki harta banyak maupun sedikit sebelum ia 

meninggal dunia. Apabila seseorang yang memiliki harta belum berwasiat maka harta 

peninggalannya harus disedekahkan sebagian guna untuk memenuhi kewajiban 

wasiat.76 

Wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 sebagai berikut : 

1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa 

adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau 

lembaga. 

2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. 

3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat 

dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. 

Ketentuan wasiat yang di ataur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, sebagai 

berikut : 

1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan 

dua orang saksi, atau di hadapan Notaris. 

2) Wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali 

apabila semua ahli waris menyetujuinya . 

3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. 

4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan 

dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.77 

Dalam rumusan fiqh, Sayid Sabiq merumuskan hal-hal yang membatalkan wasiat 

sebagai berikut, diantaranya: 

a. Jika pewasiat menderita gila hingga meninggal. 

b. Jika penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal. 
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c. Jika benda yang diwasiatkan rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang 

menerima wasiat.78 

Yang menjadi batalnya wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 197, sebagai 

berikut:  

1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: 

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat 

kepada pewasiat 

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat 

telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau 

hukuman yang lebih berat; 

c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat 

atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat; 

d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan 

pewasiat. 

2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu : 

a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum 

meninggalnya pewasiat; 

b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya. 

c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau 

menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. 

3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.79 

 

2. Syarat dan Rukun Wasiat 

Ibnu Rusyd dan al-Jaziri mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya suatu 

wasiat harus disandarkan kepada empat hal, yaitu muşhī (orang yang berwasiat), 

muşalahū (orang yang menerima wasiat), muşabihi (barang yang diwasiatkan) dan sigat 

atau ikrar (redaksi wasiat). Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
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a. Pemberi wasiat (muşhī).  

Pemberi wasiat disyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan 

perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih dan tidak dipaksa. 

Oleh karena itu, orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya 

wasiatnya tidak sah. 

b. Orang yang menerima wasiat (muşalahū). 

Muşalahū adalah orang yang dituju dalam wasiat, sehingga wasiat itu sah, 

muşalah harus memenuhi syarat, yaitu: harus mampu diketahui dengan jelas, telah 

ada ketika wasiat diumumkan, bukan untuk tujuan kemaksiatan, dan para muşalah 

tidak dapat disalahkan atas pembunuhan para muşhī. 

c. Harta yang diwasiatkan (muşabihi) 

Harta yang diwasiatkan dipersyaratkan sebagai harta yang dapat 

diserahterimakan hak milik dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat 

Oleh karena itu, tidak sah mewariskan harta atau barang yang statusnya tidak jelas. 

Selain itu, harta yang wasiat memiliki nilai yang jelas atau berguna untuk penerima 

manfaat, bukan properti atau barang yang diharamkan atau yang mendatangkan 

mudharat untuk penerima manfaat.80 

d. Sighat atau ikrar 

Sighat atau ikrar bisa menggunakan kata-kata yang jelas atau kinayah, 

wasiat juga bisa dengan tulisan dan isyarat yang dimengerti oleh seorang yang 

menerima wasiat, penerima wasiat tidak harus secara langsung menjawab qabul 

dari pewasiat atau orang yang dipercayakan.81 

 

3. Dasar Hukum Wasiat  

Dalam al-Quran dan Hadist terdapat beberapa ayat yang mendasari berwasiat 

diantaranya terdapat pada surat al-Baqarah 180 dan surat al-Maidah 106 ; 

Q.S Al-Baqarah ayat 180  

ربَِيَ بٱِلۡمَعۡ  لِدَيۡنِ وَٱلَْۡق ۡ رُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِيَ كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَ رَكَ خَيْۡاا ٱلۡوَصِيَّةُ للِۡوََٰ
١٨٠ََ
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180. “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan 
karib kerabatnya secara ma´ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang 
bertakwa” 

Q.S al-Maidah 106 
اَ أ يُّه 

ْٓ ينَ ٱي ٰ ن وا ََلَّذ  ام  د ة ََء  رَ َإ ذ اَب يۡن ك مََۡش ه ٰ د ك مَ َح ض  وۡتَ لۡٱََأ ح  ينَ َم  يَّةَ ٱَح  ص  اَثۡن انَ ٱَلۡو  نك مََۡع دۡلَ َذ و  انَ َأ وََۡم   ر  اخ  نََۡء  ك مََۡم  َإ نََۡغ يۡر 

بۡت مَۡف يَأ نت َ ر  َٱمَۡض  ب تۡك مَلۡۡ رۡض  يب ة ََف أ ص ٰ ص  وۡت َۚٱَمُّ اَلۡم  م  نََْۢت حۡب س ون ه  ل وٰة َٱَب عۡدَ َم  انَ َلصَّ م  ََرۡت بۡت مَۡٱَإ نَ َللَّّ َٱبَ َف ي قۡس  يَلَ  َب ه ۦَن شۡت ر 

نٗا ل وََۡث م  ََق رۡب ىََٰذ اَك انَ َو  لَ  د ة ََن كۡت مَ َو  نَ َإ ذٗاَإ نَّآََْللَّّ َٱَش ه ٰ ينَ ٱَلَّم  ١٠٦َََلْۡۡٓث م 

106. “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi 
kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua 
orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, 
jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu 
tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya 
bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan 
membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), 
walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; 
sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". 82 

 

 

 

Hadist Rasullullah SAW tentang wasiat : 

ث َ  هُمَا أَ حَدَّ ُ عَن   بََنََّ مَالِكٌ عَن  نَّفِع  عَن  عَب دِ اللَِّّ ب نِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ نَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى نَا عَب دُ اللَِّّ ب نُ يوُسُفَ أَخ 

 ِ لَتَي  ءٌ يوُصِي فِيهِ يبَِيتُ ليَ   لِم  لَهُ شَي  تُوبةٌَ عِن دَهُ تََبَ عَهُ اللَُّّ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا حَقي ام رئِ  مُس   إِلاَّ وَوَصِي َّتُهُ مَك 

ُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ  ر و عَن  اب نِ عُمَرَ عَن  النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ لِم  عَن  عَم   مَُُمَّدُ ب نُ مُس 

“Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada 
kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada haq seorang muslim 
yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama dua 
malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya". Hadits ini diikuti pula 

                                                             
82 QuranKemenagInMsWord-32. 
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oleh Muhammad bin Muslim dari 'Amru dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam.”83 

4. Wasiat Wajibah 

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diberikan khusus kepada ahli waris  atau 

kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan dari orang yang meninggalkan harta, 

karena terhijab oleh suatu halangan syara’. Wasiat wajibah bersifat memaksa dan 

pemberiannya bukan dari kehendak orang yang meninggalkan harta, melainkan dari 

kekuasaan hakim.84 Orang yang berhak menerima wasiat wajibah menurut Fatchur 

Rahman adalah cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak 

perempuan yang orang tua mereka meninggal lebih dulu dibanding kakek atau 

meninggal bersamaan dengan kakek, sehingga cucu laki-laki maupun perempuan tidak 

bisa menerima bagian harta warisan dari kakek. Adapun disebut wasiat wajibah menurut 

Fatchur Rahman, karena dua alasan : 

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang berkehendak berwasiat dan timbulnya 

unsur kewajiban melalui perundang-undangan dan ketetapan tanpa meminta 

persetujuan dari pewaris dan penerima wasiat. 

2. Ada persamaan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal pembagian laki-laki 

dua kali lipat dibanding bagian perempuan. 

3. Yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu atau cicit, baik laki-laki maupun 

perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu atau bersamaan dengan 

meninggal kakek atau neneknya.85 

Berdasarkan uraian diatas wasiat wajibah adalah tindakan hukum yang harus 

dilaksanakan. Proses pelaksanaan wasiat wajibah merupakan perbuatan pembebanan 

oleh hakim atau lembaga yang berwenang agar harta orang yang meninggal diberikan 

untuk orang-orang tertentu (bukan ahli waris) dan dalam keadaan tertentu (bukan asas 

wasiat atau warisan). Wasiat wajibah itu sendiri merupakan produk hukum yang 

berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180 yang bertujuan untuk memberi jalan kepada cucu 

                                                             
83 Al-Bukhari, Shahhih Al-Bukhari. 
84 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6. (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1930. 
85 Rahman, Ilmu Waris. 
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yang terhalang mendapatkan harta warisan dari kakek, karena terhalang oleh ahli waris 

lainnya.86 

Di negara-negara Islam seperti di daerah Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, 

wasiat wajibah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara cucu-

cucu atau anak-anak dari seorang yang meninggalnya didahului oleh anak-anaknya 

sehingga anak dan cucunya tidak mendapatkan bagian warisan, dalam hal ini wasiat 

wajibah dapat diaplikasian untuk menangani dan menyelesaikan masalah kewarisan 

dengan penuh keadilan. Lembaga Wasiat wajibah pada daerah ini digunakan sebagai 

lembaga yang membantu lembaga mawali atau pergantian tempat.87 

Ada dua unsur penting yang membedakan antara wasiat dan wasiat wajibah yaitu: 

1. Wasiat wajibah ditentukan oleh aturan dan peraturan hukum undang-undang yang 

diadopsi oleh otoritas yang berwenang atau hakim. Pelaksanaannya berdasarkan 

norma hukum, tidak tergantung pada ada tidaknya keinginan berwasiat dari 

seseorang. Hal ini tentu saja berbeda dengan wasiat yang mana pelaksanaanya 

tergantung pada kemauan dari seseorang yang meninggalkan harta. 

2. Wasiat wajibah diperuntukkan kepada keluarga yang secara syara’ terhalang 

mendapatkan bagian harta warisan. Misalnya karena perbedaan agama atau 

terhalang karena ahli waris lainnya, hal ini tentu saja berbeda dengan wasiat biasa 

yang peruntukkannya bisa diberikan kepada orang lain (selain ahli waris).88 

Wasiat wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 sebagai 

berikut : 

1. “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 

193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima 

wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak 

angkatnya. 

                                                             
86 Azmi Zamroni Ahmad, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis 

Maqāṣid Asy-Syarī’ah Jasser Auda,” Asy-Syir’ah Vol. 52, N (2018): 60. 
87 Hayati, Haris, and Zuhdi Hasibuan, Hukum Waris. 
88 Ahmad, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-

Syarī’ah Jasser Auda.” 
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2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-

banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.89 

Argumentasi yang menjadi alasan mengapa anak angkat dan orang tua angkat 

dapat menerima wasiat wajibah karena saling keterikatan dan keterlibatan dalam 

hubungan keluarga. Hubungan ini akan menimbulkan emosional yang erat antar orang 

tua angkat dan orang tua angkat, kedekatan emosional ini yang akan membuat lingkaran 

yang sama dengan keluarga normal. Baik anak angkat maupun orang tua angkat dalam 

hubungan keluarga akan memberikan perawatan dan kebutuhan hidup.90 

Wasiat wajibah secara implisit mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam 

Pasal 209 KHI yaitu : 

1) Subjek hukumnya adalah orang tua angkat terhadap anak angkat atau sebaliknya 

anak angkat terhadap orang tua angkat. 

2) Tidak dinyatakan atau diberikan oleh pewaris kepada penerima wasiat atau manfaat 

tetapi dilaksanakan oleh negara. 

3) Bagian penerima wasiat atau manfaat sebanyak-banyaknya adalah 1/3 (satu pertiga) 

dari harta peninggal pewaris dan tidak boleh melebihi batas yang sudah 

ditentukan.91 

Dalam al-Quran maupun hadis juga tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai 

wasiat kepada non muslim, al-Quran dan hadis hanya memberikan keterangan bahwa 

muslim dan non muslim dilarang saling mewarisi, dan tidak ada wasiat kepada ahli waris 

kecuali jika ahli waris lainnya menyetujui pemberian wasiat tersebut dan tidak melebihi 

1/3 harta peninggalan. Dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 141 juga hanya menjelaskan 

bahwa Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk mempusakai harta 

orang muslim.92 

                                                             
89 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi 

Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.” 
90 Ahmad, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-

Syarī’ah Jasser Auda.” 
91 Yasir Fauzi, “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim.” 
92 Zuhri, “Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim Dalam Perpekstif Hukum Islam (Analisis Putusan 

Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010).” 
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C. Maqashid Syariah  

Kata maqashid (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal Maqshid (مقصد) 

dan Maqshad (مقصد), yang berarti tujuan atau target. Ada beberapa kata qashd (ق صد) 

dalam al-Quran diantaranya adalah: 

Q.S an-Nahl ayat 9  

ع ل ىَ اَلسَّب يلَ ٱَق صۡد ََللَّّ َٱو  نۡه  م  آْئ ر ََۚو  َوَ َج  ين  ع  د ىٰك مَۡأ جۡم  َل ه  َل وَۡش آْء 

Artinya : “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-
jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu 
semuanya (kepada jalan yang benar)”.93 

At-Thabari mendefiniskan al-qoshdu dalam ayat al-Quran ini adalah meluruskan 

jalan yang lurus yang tidak ada belokannya.94 

Q.S At-Tawbah ayat 42 

َلََّ دٗا َق اص  س ف رٗا يبٗاَو  َق ر  ضٗا َع ر  نََْۢتَّب ع وكَ ٱل وَۡك ان  ك  ل ٰ م ََب ع د تََۡو  َٱَع ل يۡه 
س ي حََۡلشُّقَّة ۚ َللَّّ َٱبَ َل ف ونَ و  جۡن اَسۡت ط عۡن اٱَل و  ر  ع ك مََۡل خ  َم 

مََۡي هۡل ك ونَ  ب ونَ َإ نَّه مََۡي عۡل مَ َللَّّ َٱوَ َأ نف س ه  ذ  ٤٢َََل ك ٰ

Artinya : “Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah 

diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, 
tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah 
dengan (nama) Allah: "Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-
samamu". Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa 
sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta”.95 

Al-Qurtubi mendefinisikan qashidan (د  berarti jalan yang mudah dan (ق اص 

diketahui.96  

Syariah, kata syariah secara bahasa asalnya dari kata kerja syra’a yang berarti 

“sumber air atau sumber kehidupan”. Sedangkan menurut istilah syariah adalah “ 

Sesuatu hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang 

dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik hukum-hukum yang berhubungan dengan 

cara berbuat yaitu hukum-hukum cabang ataupun yang berhubungan dengan cara 

                                                             
93 QuranKemenagInMsWord-32. 
94 Sarwat Ahmad, Maqashid Syariah, pertama. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 11. 
95 QuranKemenagInMsWord-32. 
96 Ahmad, Maqashid Syariah. 
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kepercayaan yaitu disebut hukum-hukum pokok keimanan dan untuk itulah 

dikodifikasikan ilmu kalam, Syariah disebut juga dengan agama”.97 

Setelah kita mempelajari makna perkata dari maqashid syariah, sekarang kita 

lanjut membahas tentang maqashid syariah itu sendiri. Menurut Ibnu Asyur Maqashid 

Syariah adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah 

pada semua syariah atau sebagian besarnya. Sedangkan maqashid syariah menurut 

definisi yang khusus adalah hal-hal yang dikehendaki syari’ (Allah) untuk 

merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memlihara 

kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.98 Lebih 

spesifik lagi, sasaran maqashid syarî’ah adalah melestarikan tatanan dunia dengan 

jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subyek dalam pelestarian dan pemakmuran 

alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang pada 

implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial 

individu di tengah masyarakat. Inti dari tasyrî’ Islam adalah jalbu al-mashalih dan dar’u 

almafsadah, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.  

Menjaga maqshashid syarî’ah sebagaimana yang digariskan oleh ahli Ushul Fiqh 

terbagi kepada tiga tingkatan: dlaruriyah, hajjiyah dan tahsiniyah. Dalam fiqh 

aulawiyât kita dituntut untuk mendahulukan dlaruriyah dari pada yang hajjiyah. 

Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara hajjiyah dan tahsiniyah, kita dituntut 

untuk mendahulukan hajjiyah daripada tahsiniyah. Dlaruriyah, bentuk kebutuhan 

primer yang mendesak atau darurat yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka 

akan terjadi kesengsaraan bagi individual maupun tatanan masyarakat. Hajjiyah, 

kebutuhan yang diperlukan masyarakat untuk meningkatkan nilai kestabilan dalam 

menjalani sebuah tatanan kehidupan menjadi lebih baik, kebutuhan ini tidak bersifat 

mendesak yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu kemapanan yang ada 

dan hanya menimbulkan ketidak serasian hidup. Tahsiniyah, adalah hal-hal yang 

dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlaq, berorientasi 

pada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari’at. Kemashlahatan tahsniyât 

                                                             
97 Mustafa Syalabi Muhammad, Al-Makdhal Fil Ta’rif Bil Fiqhil Islami Wa Qawaid Wa’Uqud Fihi, 1960, 

16. 
98 Ahmad, Maqashid Syariah. 
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melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati 

dari umat lain terhadap masyarakat Islam.99Al-Ghazali didalam Al-Mustashfa 

menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama (hifz diin), 

memelihara jiwa (hifz nafs), memelihara akal (hifz aql), memelihara keturunan (hifz 

nasb), memelihara harta (hifz aml). 100 

 

 

                                                             
99 Yasir Fauzi, “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim.” 
100 Ahmad, Maqashid Syariah. 
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BAB III  

PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NO. 1694/PDT.G/2019/PA.JPR TENTANG 
WASIAT WAJIBAH TERHADAP NON MUSLIM 

 

A. Profil Pengadilan Agama Jepara 

1. Sejarah Pengadilan Agama Jepara 

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam 

seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa 

Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar, dan selainnya. Wewenang Peradilan 

Agama pada saat itu meliputi perkara perdata, bahkan pidana. Di zaman pemerintahan 

Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak 

sama. Baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya. Ada beberapa sebutan nama 

Peradilan Agama pada waktu itu seperti: Rapat Ulama, Raad Agama. Mahkamah Islam, 

Mahkamah Syara', Priessteraad, Peradilan Paderi, Godsdientige Rechtspark, 

Godsdietnst Beatme, Mohammedansche Godsdienst, Kerapatan Qadi, Hof Voor 

Islamietische Zaaken, Kerapatan Qadi Besar, Mahkamah Islam Tinggi, dan sebagainya. 

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama Pristerraad (majelis 

atau pengadilan pendeta). Namun, sebetulnya nama tersebut tidak sesuai karena yang 

dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam. Pengadilan atau Majelis ini 

didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri atau landraad. 

Wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam staatblad 1882 No. 152 yang menjadi 

dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-

perkara yang dipandangnya termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara 

perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian,101 mahar, 

nafkah, sah atau tidaknya anak,102  perwalian, kewarisan, hibah, sadaqah, baitul mal, dan 

                                                             
101 Inisiatif perceraian bisa dari suami yang dinamakan dengan permohonan cerai talak. Ada juga yang berasal 

dari Istri yang dinamakan dengan cerai gugat. Baca lebih lanjut tentang problematika hak istri pasca perceraian pada: 
Najichah and Alfian Qodri Azizi, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri,” Journal of Islamic 
Studies and Humanities 5, no. 1 (2020). 

102 Anak sah dalam Islam dapat ditentukan dari adanya akad nikah yang sah syarat dan rukunnya, anak lahir 
dalam masa pernikahan minimal 6 bulan, suami telah mencapai usia baligh, tidak ada penyangkalan dari suami atas 
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wakaf. Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakatan bahwa yang menjadi inti 

wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan 

hukum perkawinan dan kewarisan Islam. 

Pengadilan Agama Jepara Kelas I B, merupakan salah satu lembaga yang 

melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan 

keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki 

peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Sejak tahun 1980 Pengadilan 

Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya 

1.310 m2, berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui 

dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m2 dan dana DIP tahun 1982/1983 

seluas 310 m2 yang terdiri dari bangunan seluas 281 m2 dan 70 m2. Bangunan tersebut 

merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas penjabat. Kemudian pada tahun 2015, 

Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini. Gedung 

baru ini memiliki luas 1,280 m2 dengan luas tanah 4,178 m2. 103 

2. Alamat Pengadilan Agama Jepara 

Nama Kantor : Pengadilan Agama Jepara 

Alamat Kantor  : Jl. Shima No. 18 Pengkol Jepara 

No. Telepon : (0291) 593200 

No. Fax : (0291) 591047 

Situs Resmi : http://www.pa-jepara.go.id 

Email : pajepara@yahoo.com.104 

 

3. Wilayah Yurisdiksi 

                                                             
sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, adanya pengakuan dari suami misalnya jika anak itu pernah hilang, 
berdasarkan bukti dan saksi. Alfian Qodri Azizi, “STATUS ANAK DI LUAR NIKAH : (Studi Analisis Terhadap 
Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah).” 

(IAIN WALISONGO, 2011), 23–28. 
103 “Http://Pa-Jepara.Go.Id/Tentang-Pengadian/Profile-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan,” diakses pada 18 

Februari 2022, http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan. 
104 “Http://Pa-Jepara.Go.Id/Tentang-Pengadian/Profile-Pengadilan/Alamat-Pengadilan,” diakses pada 18 

Februari 2022, http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/alamat-pengadilan. 

http://www.pa-jepara.go.id/
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42 
 

 
 

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara 

sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah 

hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama 

menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota 

kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. 

Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama 

mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relative 

tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu Kabupaten atau dalam keadaan 

tertentu sebagai pengecualian. 

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara bisa dilihat lebih detail sebagai 

berikut : 

1) Kecamatan Bangsri: Desa Bangsri, Banjar Agung, Banjaran, Bondo Guyangan, 

Jerukwangi, Kedungleper, Kepuk, Papasan, Srikandang, Tengguli, Wedelan. 

2) Kecamatan Batealit: Desa Bantrung, Batealit, Bawu, Bringin, Geneng, Desa 

Mindahan, Mindahan Kidul, Ngasem, Pekalongan, Raguklampitan, Somosari. 

3) Kecamatan Donorojo: Desa Bandungharjo, Banyumanis, Blingoh, Clering, Jugo, 

Sumber Rejo, Tulakan, Ujungwatu. 

4) Kecamatan Jepara: Desa Bandengan, Kedungcino, Kuwasen, Wonorejo, 

Bapangan, Bulu, Demaan, Jobokuto, Karangkebagusan, Kauman, Mulyoharjo, 

Panggang, Pengkol, Potroyudan, Saripan, Ujungbatu. 

5) Kecamatan Kalinyamatan: Desa Bakalan, Bandungrejo, Banyuputih, Batukali, 

Damarjati, Kriyan, Manyargading, Margoyoso, Pendosawalan, Purwogondo, 

Robayan, Sendang. 

6) Kecamatan Karimunjawa: Desa Karimunjawa, Kemojan, Nyamuk, Parang. 

7) Kecamatan Kedung: meliputi Desa Bugel, Bulakbaru, Dongos, Jondang, 

Kalianyar, Karangaji, Kedungmalang, Kerso, Menganti, Panggung, Rau, Sowan 

Kidul, Sowan Lor, Sukosono, Surodadi, Tanggultlare, Tedunan, Wanusobo. 

8) Kecamatan Kembang: Desa Balong Bucu, Cepogo, Dermolo, Dudakawu, 

Jinggotan, Kaliaman, Kancilan, Pendem, Sumanding, Tubanan. 
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9) Kecamatan Keling: Desa Bumiharjo, Damarwulan, Gelang, Jlegong, Kaligarang, 

Kelet, Keling, Klepu, Kunir, Tempur, Tunahan, Watuaji. 

10) Kecamatan Mayong: Desa Bandung, Buaran, Bungu, Datar, Jebol, Kuanyar, 

Mayong Kidul, Mayong Lor, Ngroto, Pancur, Paren, Pelang, Pelemkerep, Pule, 

Rajekwesi, Sengonbugel, Singorojo, Tigajuru. 

11) Kecamatan Mlonggo: Desa Jambu, Jambu Timur, Karanggondang, Mororejo, 

Sekuro, Sinanggul, Srobyong, Suwawal. 

12) Kecamatan Nalumsari: Desa Bategede, Bendanpete, Blimbingrejo, Daren, 

Dorang, Gemiring Kidul, Gemiring Lor, Jatisari, Karangnongko, Muryolobo, 

Nalumsari, Ngetuk, Pringtulis, Tritis, Tunggulpandean. 

13) Kecamatan Pakis Aji: Desa Bulungan, Kawak, Lebak, Mambak, Plajan, Slagi, 

Suwawal Timur, Tanjung. 

14) Kecamatan Pecangaan: Desa Gemulung, Gerdu, Kaliombo, Karangrandu, Krasak, 

Lebuawu, Ngeling , Pecangaan Kulon, Pecangaan Wetan, Pulodarat, Rengging, 

Troso. 

15) Kecamatan Tahunan: Desa Krapyak, Mantingan, Demangan, Mangunan, 

Petekeyan, Platar, Semat, Langon, Sukodono, Senenan, Tegalsambi, Telukawur, 

Ngabul, Kecapi, Tahunan.  

16) Kecamatan Welahan : Desa Brantaksekarjati, Bugo, Gedangan, Gidangelo, 

Guwosobokerto, Kalipucang Kulon, Kalipucang Wetan, Karanganyar, 

Kendengsidialit, Ketilengsingolelo, Sidigede, Telukwetan, Ujungpandan, 

Welahan.105 

 

4. Tugas dan Fungsi 

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan 

                                                             
105 “Http://Pa-Jepara.Go.Id/Tentang-Pengadian/Profile-Pengadilan/Wilayah-Yurisdiksi,” diakses pada 19 

Februari 2022, http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi. 
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menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 

Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah. 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Jepara mempunyai 

fungsi, antara lain sebagai berikut : 

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 

dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk 

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut 

teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, 

keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-

undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan 

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan 

Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan 

dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang 

Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 

kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum 

Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : 

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006). 

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 

f. Fungsi Lainnya :Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 

dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-

lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).106 

 

                                                             
106 “Http://Pa-Jepara.Go.Id/Tentang-Pengadian/Profile-Pengadilan/Tugas-Dan-Fungsi,” diakses pada 19 

Februari 2022, http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi. 
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B. Kondisi Perkara Wasiat Wajibah Di Pengadilan Agama Jepara. 

1. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Wasiat Wajibah 

Prosedur mengajukan gugatan waris itu sama dengan prosedur yang lain, artinya 

orang yang ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jepara harus siap dengan 

membuat surat gugatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan diketahui sebelum 

berperkara (perdata) di dalam Pengadilan. Bagi seseorang yang akan berperkara di 

pengadilan agama dan seseorang tersebut belum paham mengenai tata cara membuat 

surat gugatan atau permohonan yaitu tentang posita dan petitum serta jumlah uang muka 

atau disebut dengan biaya panjar yang harus dibayarkan sebelum berperkara dilakukan, 

sebelumnya dianjurkan terlebih dahulu untuk meminta petunjuk kepada staf bagian 

kepaniteraan dengan membawa KTP dan Surat nikah dilengkapi dengan surat-surat 

lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut yang telah difotocpy. Besaran biaya panjar 

perkara yang dibayarkan tergantung jenis perkara yang dijalani. Besaran biaya tersebut 

sesuai dengan prosedur Mahkamah Agung dan Kantor Pengadilan Agama yang terkait 

yang dimana tidak dapat ditawar. Pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBg 

pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila 

gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, tergugat berada di 

pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada tergugat. Bagi 

pemohon atau penggugat yang tidak mampu,harus membawa surat keterangan tidak 

mampu dari Kepala Desa atau Lurah yang dilegalisir oleh Camat, setelah itu dibebaskan 

dari membayar biaya perkara. Bagi penggugat atau pemohon yang menyandang difabel 

yakni buta huruf, bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada 

Ketua Pengadilan atau hakim yang telah ditunjuk. Berikutnya adalah langkah-langkah 

prosedur berperkara di Pengadilan Agama Jepara. 

Langkah-langkah beracara sebagai berikut : 

a. Mengajukan surat permohonan pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan 

Agama, yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. 

b. Surat gugatan memuat: Identitas penggugat dan tergugat, posita (gambaran 

peristiwa hukum atau alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan), petitum 

(hal yang diminta penggugat berdasarkan posita); 
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c. gugatan ini dapat diajukan bersama dengan gugatan penetapan wasiat wajibah. 

d. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang besarnya telah ditentukan oleh 

Pengadilan setempat. Apabila tidak mampu dapat mengajukan prodeo dengan 

syarat dan ketentuan berlaku; 

e. Setelah didaftarkan, penggugat menunggu panggilan sidang yang panggilan ini 

dilakukan oleh jurusita sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang. Jika 

penggugat dan tergugat tidak ditempat atau dirumah, panggilan disampaikan 

melalui lurah atau Kepala Desa setempat. Selain itu jika penggugat atau tergugat 

beralamat diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama tempat penggugat 

mengajukan gugatan, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan 

Pengadilan Agama dimana wilayah tempat tinggal tergugat  berada. Kemudian jika 

tergugat dinyatakan ghaib, panggilan akan dilakukan melalui radio dengan 

ketentuan berjarak 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua, serta sekurang-

kurangnya 3 bulan antara pengumuman kedua dengan hari sidangnya. Kemudian 

jika tergugatnya di luar negeri maka panggilan dilakukan di kedutaan RI di luar 

negeri, dengan ketentuan panggilan sidang dengan hari sidangnya sekurang-

kurangnya 6 bulan; 

f. Dalam melakukan persidangan pertama atau kata lain pemeriksaan perkara, 

dilakukannya upaya perdamaian atau mediasi jika kedua belah pihak hadir; 

g. Setelah pemeriksaan perkara selesai. Perkara dapat berupa dikabulkan, ditolak atau 

tidak diterima serta dicabut; 

h. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka majelis hakim menetapkan 

akan melanjutkan sidang penetapan bagian warisan, dan Ketua Majelis 

memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil penggugat maupun tergugat agar 

hadir sidang dalam penetapan kewarisan. Panggilan tersebut dilakukan 3 hari kerja 

sebelum sidang dilakukan. Jikalau si penggugat tidak hadir dalam sidang kewarisan 

dan tidak melapor ke Pengadilan Agama sampai 6 bulan, maka putusan dinyatakan 

gugur dan tidak berkekuatan hukum tetap akibatnya harta waris yang akan dibagi 

di persidangan tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum; 
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i. Apabila penggugat hadir dalam sidang kewarisan di pengadilan maka pada hari itu 

harta warisan yang dibagi sudah sah menjadi bagian masing-masing ahli waris dan 

sisa biaya panjar perkara dapat langsung diambil di bagian kasir.107 

 

2. Posita (Duduk Perkara) Putusan Wasiat Wajibah 

Bahwa semula di daerah Jepara tepatnya wilayah Bangsri pernah hidup seorang 

laki-laki bernama Irjdan, kemudian dia menikah dengan seorang perempuan. Istri Irdjan 

meninggal lebih dahulu pada tahun kurang lebih 1973 dan kemudian disusul Irdjan yang 

meninggal pada tahun kurang lebih 1975, mereka dikaruniai satu anak laki-laki yang 

bernama Mastur, dengan meninggalnya kedua orang tuanya, Mastur sebagai satu-

satunya anak laki-laki yang menjadi ahli waris tunggal. Mastur menikah dengan 

Rukanah, mereka dikaruniai tujuh anak, Mastur meninggal dunia pada tahun 1993 dan 

kemudian disusul Rukanah yang meninggal pada tahun 2015, tujuh anak dari mereka 

adalah, Alimah, Suharti, Sutarlin, Suharlin, Hartiyo, Sri Wahyuni, Suharsono.  

Bahwa sepeninggalnya almarhum Mastur dan almarhumah Rukanah mereka 

meninggalkan sebidang tanah di daerah Jepara. Dengan meninggalnya mereka berdua 

sebidang tanah tersebut menjadi hak ahli waris mereka, diantara ahli waris mereka 

adalah Alimah, Suharti, Sutarlin, Suharlin, Hartiyo, Sri Wahyuni, Suharsono. Di antara 

anak dari Mastur dan Rukanah terdapat satu anak yang non mulim, berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Putusan No. 368.K/AG/1995, 

tanggal 16 Juli 1998 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan Putusan Mahkamah 

Agung RI No:51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang intinya menyatakan 

bahwa ahli waris yang non muslim mendapatkan hak warisan berupa wasiat wajibah. 

Berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Anak perempuan 

bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka 

bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama 

dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan 

anak perempuan. Bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam maka sebidang 

                                                             
107 “Wawancara Dengan Bapak Ayeb Soleh Hakim Pengadilan Agama Jepara,” n.d. 
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tanah yang ditinggalkan seluas 741 m2 oleh Mastur dan Rukanah yang menjadi objek 

sengketa dibagi dalam pembagianya adalah : 

1. Alimah (perempuan) mendapat bagian dari luas tanah -+ 741m2 yaitu seluas -+ 82,3 

m2, karena ahli waris ini sudah meninggal dunia maka sebagai ahli waris pengganti 

jatuh pada anak-anaknya yaitu :  

a. Widyowati 

b. Wijayanti 

c. Widyaastuti 

2. Sutarlin (perempuan) mendapat bagian dari luas tanah -+ 741m2 yaitu seluas -+ 

82,3 m2 karena ahli waris ini juga telah meninggal maka jatuh pada anak-anaknya 

sebagai pengganti ahli waris yaitu : 

a. Hatmaji Heri Santoso; 

b. Anik Handayani; 

c. Ismawati; 

d. Andy Kurniawan; 

e. Ari Setyaningsih. 

3. Suharlin (perempuan) mendapat bagian dari luas tanah -+ 741m2 yaitu seluas -+ 

82,3 m2 karena ahli waris ini juga telah meninggal maka jatuh pada anak-anaknya 

sebagai pengganti ahli waris yaitu : 

a. Masripah. 

b. Muhlisin. 

c. Maslikah; 

d. Junaidi alm. 

e. Zamroni. 

f. Muhammad Syaroni. 

g. Munjayanah. 

4. Hartiyo (alm) laki-laki mendapat 2 bagian dari luas tanah + 741 m2 yaitu seluas + 

164,6 m2. 

5. Suharti (alm) perempuan mendapat 1 bagian dari luas tanah + 741 m2 yaitu seluas 

+ 82,3 m2. 
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6. Suharsono (alm) laki-laki mendapat 2 bagian dari luas tanah + 741 m2 yaitu 

seluas + 164,6 m2. 

7. Sri Wahyuni (alm) perempuan mendapat 1 bagian dari luas tanah + 741 m2 yaitu 

seluas + 82,3 m2. 

Bahwa setelah terbukanya waris sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tanah 

peninggalan dari Mastur dan Rukanah telah dikuasi oleh Sri Wahyuni (terugat) tanpa 

ada musyawarah atau ijin kepada para penggugat (Alimah binti Mastur, Suharti binti 

Mastur, Sutarlin binti Mastur, Suharlin binti Mastur, Hartiyo bin Mastur, Suharsono bin 

Mastur) yang mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut. atas tindakan tergugat 

menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut mengesampingkan hak-hak para 

penggugat sebagai ahli waris dan pengganti ahli waris. Para penggugat telah berulang 

kali meminta haknya dengan cara bermusyawarah dengan tergugat, agar tergugat mau 

membagi hak bagiannya masing-masing. Namun tergugat tidak menanggapi permintaan 

penggugat, justru tergugat dengan arogannya menguasai dan menempati obyek 

sengekta. 

Bahwa berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ Para ahli waris 

baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli 

waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris 

yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan 

gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”. Bahwa 

berdasarkan ketentuan KHI pasal 188 tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak 

memberikan hak Ahli waris maka Para Penggugat telah tepat dan benar mengajukan 

gugatan melalui Pengadilan Agama Jepara agar dilakukan pembagian warisan. 

Gugatan para penggugat yang diajukan di lembaga Pengadilan Agama Jepara 

telah benar, gugatan penggugat memenuhi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan 

Agama Jepara, yang mana Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang menjadi tempat 

para penggugat dan tergugat termasuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, 

gugatan waris yang diajukan sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Agama sesuai 

dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah 
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memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang 

beragama Islam yang salah satunya memutus di bidang warisan.  

Bahwa dalam pembagian waris secara adil dilakukan dengan ketentuan semua 

Penggugat mendapatkan bagian seluas + 658,4 m2, sedangkan bagian Tergugat seluas 

+ 82,3 m2, dengan ketentuan lebar depan ditarik ke belakang sesuai luas masing – 

masing sehingga para Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian muka dan 

belakangnya.  

Bahwa untuk kepastian hukum, menghukum agar Tergugat serta siapa saja dan 

apapun yang ada dan yang mendapat hak dari padanya supaya mengosongkan dan dalam 

keadaan kosong menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Para 

Penggugat dan selanjutnya dibagi waris sebagaimana bagiannya masing – masing Para 

Penggugat seluas + 658,4 m2 sedangkan Tergugat + 82,3 m2. 

3. Petitum (Tuntutan Penggugat)  

Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya. 

2. Menyatakan Para Pengugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhum Mastur dan 

almarhumah Rukanah. 

3. Menyatakan obyek Sengketa tanah atas Mastur dan Rukanah yang terletak 

diwilayah Kecamatan Bangsri , Kabupaten Jepara sebagai ahli warisnya adalah Para 

Penggugat dan Tergugat. 

4. Menyatakan Tergugat menguasai dan menempati obyek sengketa sejak tahun 2015 

sampai dengan sekarang adalah mengesampingkan hak Para Penggugat sebagai ahli 

waris dan merugikan Para Penggugat. 

5. Menyatakan bagian penggugat atas obyek sengketa tanah atas nama Mastur dan 

Rukanah adalah seluas + 658,4 m2. 

6. Menyatakan bagian Tergugat atas obyek sengketa tanah atas nama Mastur dan 

Rukanah adalah seluas + 82,3 m2. 
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7. Menghukum agar Tergugat serta siapa saja dan apapun yang ada dan yang 

mendapat hak dari padanya supaya mengosongkan dan dalam keadaan kosong 

menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Para Penggugat untuk 

dibagi sebagaimana bagiannya masing -masing seluas + 658,4 m2 dan bagian 

Tergugat seluas + 82,3 m2. 

8. Menghukum Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini dengan 

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 

perhari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum pasti. 

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada 

verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad). 

10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. 

 

C. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor.1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr 

1.  Pertimbangan Hakim 

Pada Putusan Nomor.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr hakim mempertimbangkan 

pemutusan dalam masalah sengketa waris yang di wilayah Kecamatan Bangsri 

Kabupaten Jepara diantaranya pertimbangannya sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah 

peninggalan Irdjan dan Istrinya kepada Mastur, dimana Mastur meninggal dunia dan 

Para Penggugat dan Tergugat adalah anak dan cucu dari Mastur, karenanya Para 

Penggugat dan Tergugat berhak mewarisi obyek sengketa. 

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa obyek 

sengketa adalah harta warisan, karenanya sengketa terkait obyek tersebut adalah 

sengketa waris, bahkan seandainya obyek dinyatakan telah berpindah, sengketa tersebut 

masih masuk kewenangan Peradilan Agama, hal mana sesuai dengan penjelasan Pasal 

49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang pada pokoknya 

menentukan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada 

huruf (a) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek 

sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Pasal 50 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, obyek sengketa masih dikuasai oleh ahli 

waris dari pewaris, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memutusnya. 

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi error in persona dengan 

alasan bahwa Tergugat menempati tanah karena telah membeli tanah tersebut dari 

ibunya yang merupakan ibu dan nenek dari Para Penggugat; Menimbang, bahwa eksepsi 

Tergugat tersebut justru menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat telah tepat 

ditujukan kepada Tergugat yang saat ini menguasai obyek sengketa, dalil Tergugat 

bahwa tanah tersebut adalah miliknya adalah klaim sepihak dan sudah masuk bantahan 

pokok perkara, karenanya eksepsi Tergugat terkait hal tersebut juga harus ditolak. 

Eksepsi Obscure Libel 

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi obscuure libel dengan alasan 

Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas tanah yang mana dan dengan batas-batas 

yang mana yang diwariskan, siapa pemberi warisan, diberikan kepada siapa harta waris 

dari Pewaris yang menurut Para penggugat menjadi objek sengketa waris dengan objek 

tanah. 

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah menjelaskan bahwa 

obyek sengketa adalah tanah dengan Letter C nomor XXXXX Persil78 Klas D II luas ± 

0,741 da (741 m2) atas nama Mastur dan Rukanah  telah menyebutkan batas-batasnya, 

dalil mana telah dijawab Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat memahami 

obyek yang ditunjuk oleh Para Penggugat, di sisi lain, identitas obyek sengketa juga 

dapat diperjelas melalui pemeriksaan setempat. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat 

sepatutnya ditolak.  

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada 

para kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim 

terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut; 
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Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat 

identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan 

secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, 

tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, 

sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah. 

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Penggugat 

kepada Para kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Para Penggugat telah 

menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada Para kuasanya dan telah disebutkan 

segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Para Penggugat 

kepada para kuasa hukumnya telah memenuhi syarat. 

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda 

Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat 

diterima menjadi pihak mewakili Para Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai 

dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 

73/KMA/Hk.01/IX/2015. 

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dipersidangan dan 

telah memberi kesempatan untuk upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 

ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dilaksanakan, namun berdasarkan 

laporan dari mediator, bahwa mediasi dalam perkara ini gagal mencapai kesepakatan 

dan Penggugat tetap berkehendak melanjutkan perkaranya. 

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Para 

Penggugat sebagai berikut: Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa 

Para Penggugat dan Tergugat adalah anak dan cucu dari seorang bernama Mastur dan 

Rukanah. Mastur adalah anak-anak dari Irdjan dan Istrinya yang telah meninggal dunia 

dengan meninggalkan sebidang tanah di Kecamatan Bangsri Kabupatan Jepara yaitu 

letter C nomor XXXXX Persil78 Klas D II luas ± 0,741 da (741 m2) atas nama Irdjan . 

Tanah tersebut kemudian diwariskan kepada Mastur sebagai anak satu-satunya dan 
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Mastur telah menikah dengan Rukanah dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu 

Alimah, Suharti, Sutarlin, Suharlin, Hartiyo, Suharsono dan Sri Wahyuni. 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah 

memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat 

terkait ahli waris Mastur dan Rukanah, namun Tergugat membantah terkait obyek 

sengketa, obyek sengketa adalah milik Tergugat karena obyek tersebut telah dibeli oleh 

suami tergugat pada tahun 1958 untuk membayar utang Mastur dan Rukanah, namun 

utang tersebut tidak lunas dan dilunasi oleh Tergugat di tahun 2000. 

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat 

memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya karena sampai 

sekarang obyek tersebut belum berganti nama. 

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat-alat bukti yang diajukan didepan 

persidangan, dan Tergugat juga untuk meneguhkan dalil bantahannya telah 

menghadirkan alat-alat bukti di persidangan dan oleh karena hal-hal yang harus 

dibuktikan masing-masing pihak dan bukti-bukti yang diajukan saling terkait, maka 

bukti-bukti para pihak tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai satu kesatuan. 

Dalam hal ini hakim menggali permaslahan hukum dan menjatuhkan putusan 

menggunakan tahapan Mengkonstatir dalam tahapan ini hakim melihat untuk 

membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, untuk 

memastikan ini maka hakim memerlukan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka 

disini hakim menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 berupa fotokopi kartu 

tanda penduduk para Penggugat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, 

karenanya akta autentik yang memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat, 

karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dianggap benar sepanjang 

tidak ada bukti autentik lain yang melumpuhkannya, bukti-bukti tersebut membuktikan 

Para Penggugat selain Penggugat II beragama Islam dan bertempat kediaman 

sebagaimana didalilkan Para Penggugat. 

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh 

Penggugat V dan diketahui Petinggi Desa, bukti tersebut hanyalah surat biasa karena 
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seseorang tidak dapat menentukan sendiri siapa ahli waris orang lain dan bukan pihak 

berwenang untuk itu, namun demikian dapat menjadi petunjuk awal tentang siapa saja 

keturunan pewaris yang sudah meninggal, terlebih bukti tersebut tidak dibantah 

Tergugat, karenanya sepanjang menyebut siapa-siapa yang menjadi ahli waris dalam 

bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan, namun terkait keterangan ahli waris yang 

meninggal dan waktu meninggalnya dapat dipertimbangkan. 

Menimbang, bahwa bukti P.20 yang diajukan Para Penggugat dan bukti T.3 

sampai dengan bukti T.6 yang diajukan Tergugat, berupa buku C atau yang sering 

disebut sebagai letter C yaitu Buku yang disimpan aparatur Desa yang pada masanya 

merupakan buku yang digunakan oleh Petugas Pemungut pajak untuk keperluan 

pembayaran pajak pada Jaman Penjajahan Kolonial Belanda, meskipun bukan 

merupakan bukti sah kepemilikan tanah, namun bukti tersebut dapat menjadi petunjuk 

siapa pemilik tanah atau setidaknya yang menguasai tanah tersebut karena tanah yang 

tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun, karenanya merupakan bukti 

permulaan dan memerlukan bukti lain untuk menguatkannya. Hal ini sejalan dengan 

maksud Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah yang menegaskan: “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara 

lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak 

dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang 

bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon 

pendaftaran dan pendahulu pendahulunya. Selanjutnya penjelasan pasal ini 

menyebutkan: “Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat 

menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti 

tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. 

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti P.1, T.2 dan T.7 berupa Surat 

Pemberitahuan Pajak terutang terhadap tanah dan bangunan, meskipun bukan 

merupakan bukti kepemilikan, namun dapat menjadi petunjuk awal sebagaimana bukti 

letter C tersebut di atas. 

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat obyek 

sengketa berada dan menemukan identitas obyek sengketa berbeda dengan dalil Para 
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Penggugat dan bantahan Tergugat, karenanya identitas obyek sengketa disesuaikan 

dengan hasil pemeriksaan setempat; Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab 

Para Penggugat dan Tergugat dan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka telah 

ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut: 

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dan cucu dari Mastur dan 

Rukanah yang telah meninggal dunia. Bahwa Mastur meninggal dunia lebih dulu dari 

Rukanah dan semasa hidupnya, Mastur mendapat tanah dari Irdjan dan Istrinya yang 

saat ini menjadi obyek sengketa yaitu sebidang tanah beserta tiga bangunan di atasnya 

dengan luas tanah 1.329 m2 terletak didaerah Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. 

Bahwa dalam fakta yang ada sengketa waris ini merupakan pembagian waris 

bertingkat, karena sudah banyak ahli waris yang meninggal setelah meninggalnya 

pewaris pertama, maka pembagian waris ini akan dimulai dari Rukanah dan seterusnya 

secara bertingkat sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Dalam hal ini hakim menggali permaslahan hukum dan menjatuhkan putusan 

menggunakan tahapan Mengkualifikasi dalam tahapan ini hakim mengkualifisir dengan 

menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk 

hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-

peristiwa tersebut. jadi di sini peristiwa hukumnya sudah terbukti terjadi dan sudah ada 

peraturan hukum yang jelas dan tegas maka penerapannya akan mudah, lain jika 

peristiwa hukum tersebut baru muncul atau belum jelas dasar hukumnya bahkan tidak 

pernah diatur, maka hakim diberi kewenangan untuk menciptakan hukum yang tentu 

saja tidak bertentangan pada perundang-undangan yang sudah ada. 

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa saat Mastur meninggal dunia, ia 

meninggalkan seorang istri yaitu Rukanah dan 7 (tujuh) orang anak, namun oleh karena 

salah satu anaknya yaitu Penggugat II beragama Protestan, maka Hakim 

mempertimbangkan ahli waris Suharti sebagai berikut: Menimbang, bahwa secara 

normatif dalah hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi penghalang seseorang 

menjadi ahli waris dari orang lain yang berbeda agamanya dengannya hal mana sesuai 

ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, namun Hakim sependapat 
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dengan pendapat Imam Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa wasiat wajibah dapat 

diberikan kepada siapa saja yang tidak mendapatkan harta warisan, baik karena terhijab 

maupun karena perbedaan agama. Pendapat ini juga sejalan dengan Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda 

Agama yang pada pokoknya menentukan bahwa hukum waris tidak memberikan hak 

saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama, namun pemberian harta antar 

orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan 

hadiah.  

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Peggugat II 

berhak mendapat wasiat wajibah dari harta peninggalan Mastur sebagai ayahnya.  

Menimbang, bahwa sedangkan istri dan ke eanam anak lainnya sesuai dengan 

ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa 

kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah dan 

hubungan perkawinan, maka Rukahan adalah ahli waris Mastur menurut hubungan 

perkawinan dan 6 (enam) anaknya adalah ahli waris menurut hubungan darah yaitu 

anak-anak kandung dari pewaris. 

Menimbang bahwa hal tersebut, sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa ayat 7: 

َ ك  اَت ر  مَّ َم   يب  َن ص  ال  ج  ل د انَ ٱل  لر   ب ونَ ٱوَ َلۡو ٰ ل لن  س آْءَ َلۡۡ قۡر  يب ََو  َم َ َن ص  ك  اَت ر  ل د انَ ٱمَّ ب ونَ ٱوَ َلۡو ٰ اَلۡۡ قۡر  مَّ نۡه ََق لَََّم  يبٗاَك ث ر ََۚأ وََۡم  َن ص 

فَۡ وضٗامَّ ٧َََر 

 “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, 
dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. 
 

Menimbang, bahwa bagian Penggugat II yang mendapat wasiat wajibah 

seharusnya ditentukan terlebih dahulu dan wasiat pada pokoknya tidak boleh lebih dari 

1/3 (sepertiga) harta pewaris, namun oleh karena pewaris meninggalkan 6 (enam) anak 

lainnya yang bagiannya tidak mungkin sampai dengan 1/3 (sepertiga) bagian harta 

pewaris, maka bagian wasiat wajibah Penggugat II sebagai anak perempuan pewaris, 

disamakan dengan bagian waris anak perempuan lainnya. 

Menimbang, bahwa ternyata Rukanah mempunyai anak, maka berdasarkan 

ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam maka bagian Rukanah sebagai seorang 
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janda dari pewaris Mastur mendapatkan 1/8 (seperdelapan) sedangkan keenam anak 

lainnya secara bersama-sama mendapatkan ashabah. 

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Mastur terdiri dari anak laki-laki dan 

anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, 

hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs al Nisa ayat 11 sebagai berikut: 

ََ يك م  ك مَۡ َف يََْٓللَّّ َٱي وص  د  ثۡلَ َل لذَّك رَ َأ وۡل ٰ ظ َ َم  اَث ل ث اَف ل ه نَََّثۡن ت يۡنَ ٱَف وۡقَ َن س آْءََٗك نَََّف إ نَلۡۡ نث ي يۡن َۚٱَح  ك َ َم  إ نَت ر  د ةََٗك ان تََۡو  ح  اَو ٰ َف ل ه 

َٱ يۡهَ َلن  صۡف ۚ لۡ  ب و  دَ َل ك ل َ َو  ح  اَو ٰ م  نۡه  اَلسُّد سَ ٱَم   مَّ كَ َم  ل د ََۚل ه ۥَك انَ َإ نَت ر  ل دَ َلَّه ۥَي ك نَلَّمََۡف إ نَو  وَ َو  ث ه ْۥَٓو  اه ََر  هَ َأ ب و  َك انَ َف إ نَلثُّل ث َۚٱَف لِ  م  

ةَ َل ه ْۥَٓ هَ َإ خۡو  َٱَف لِ  م   نََْۢلسُّد س ۚ يَّةَ َب عۡدَ َم  ص  يَو  آََْي وص  ك مََۡد يۡنٍََۗأ وََۡب ه  اب آْؤ  أ ََء  َو  ن  ةَٗم   يض  َل ك مَۡن فۡعٗاَۚف ر  ب  مَۡأ قۡر  َأ يُّه  ون  َت دۡر  ك مَۡلَ  بۡن آْؤ 

يمٗاَع ل يمًاَك انَ َللَّّ َٱَإ نَََّللَّّ َۗٱ ك  ١١َََح 

Artinya : “Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka 
ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika 
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 
maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) 
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang 
lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 
 

Menimbang, bahwa oleh karena bagian Penggugat II disamakan dengan bagian 

anak perempuan lainnya, dengan demikian, anak-anak Mastur mendapatkan sisa setelah 

dikurangi bagian istri Rukanah yaitu sebanyak 7/8 dari harta warisan Mastur dan oleh 

karena jumlah anak laki-laki 2 (dua) orang dan anak perempuan 5 (lima) orang, maka 

7/8 tersebut dibagi menjadi 9 bagian, dengan masing-masing bagian anak laki-laki 

adalah 14/72 dan masingmasing anak perempuan mendapatkan 7/72 dari seluruh obyek 

sengketa. 

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat 

II berbeda agama dengan Mastur, maka ia tidak berhak mendapat waris dan berhak 

mendapat wasiat wajibah dengan ketentuan bagian wasiat wajibahnya sama dengan 

bagian anak perempuan lainnya, sedangkan ketiga anak lainnya sebagai ahli waris 

Mastur dan berhak mendapat ashabah secara bersama-sama; 
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Menimbang, bahwa bagian waris Rukanah adalah 1/8 dari warisan Mastur, maka 

bagian tersebut ditetapkan sebagai harta warisnya dan oleh karena Penggugat mendapat 

bagian wasiat wajibah sama dengan bagian anak perempuan lainnya, maka masing-

masing yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki (Penggugat I dan Penggugat III), mendapatkan 

masing-masing 2/48 bagian, sedangkan anak perempuan yaitu Penggugat II dan 

Tergugat masing-masing mendapat 1/48 bagian. 

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan objek sengketa sebagai harta warisan 

dan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris secara bertingkat sebagaimana tersebut 

di atas, maka Tergugat atau siapa pun yang turut serta menguasai objek sengketa 

dihukum untuk membagi obyek sengketa kepada masing-masing ahli waris sesuai 

bagiannya yang jika tidak dapat dibagi secara natural, maka dilelang melalui lembaga 

lelang negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai 

bagiannya. 

2. Amar Putusan Hakim 

Dalam hal ini hakim menggali permaslahan hukum dan menjatuhkan putusan 

menggunakan tahapan Mengkonstituir pada tahapan ini hakim menetapkan hukumnya 

terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. 

Amar putusan hakim pada nomor.1694/P.dt.G/2019/PA.Jpr memutuskan, sebagai 

berikut :  

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian. 

2. Menetapkan ahli waris Mastur bin Irdjan adalah: 

a. Rukanah (istri). 

b. Alimah binti Mastur. 

c. Sutarlin binti Mastur. 

d. Suharlin binti Mastur. 

e. Hartiyo bin Mastur. 

f. Suharsono bin Mastur. 

g. Sri Wahyuni binti Mastur. (tergugat). 

3. Menetapkan Penggugat II berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya sama 

dengan bagian anak perempuan Mastur bin Irdjan lainnya. 
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4. Menetapkan sebidang tanah seluas 11.329 m2 terletak di Desa Bangsri, Kecamatan 

Bangsri, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas:  

a. Sebelah Barat : tanah Qadir Bawaqih dan tanah Hatmaja. 

b. Sebelah selatan : tanah Sriwahyu Ningasih, Sahyudi, Pornomowali.  

c. Sebelah Timur : Imam Rohadi. 

d. Sebelah Utara : Slamet Riyadi. 

adalah harta waris Mastur bin Irdjan. 

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mastur bin Irdjan adalah sebagai 

berikut: 

a. Rukanah mendapatkan 12.5 % bagian. 

b. Alimah binti Mastur mendapatkan 9,72 % bagian. 

c. Sutarlin binti Mastur mendapatkan 9,72 % bagian. 

d. Suharlin binti Mastur mendapatkan 9,72 % bagian. 

e. Hartiyo bin Mastur mendapatkan 19,44% bagian. 

f. Suharsono bin Mastur mendapatkan 19,44 % bagian. 

g. Sri Wahyuni binti Mastur mendapatkan 9,72 % bagian; 

6. Menetapkan bagian wasiat wajibah Penggugat II (Suharti binti Mastur) adalah 9,72 

% bagian warisan Mastur bin Irdjan. 

7. Menetapkan ahli waris Suharlin binti Mastur adalah: 

a. Masripah binti Jamil. 

b. Muhlisin bin Jamil. 

c. Maslikah binti Jamil. 

d. Junaidi bin Jamil. 

e. Zamroni bin Jamil. 

f. Muhammad Syaroni bin Jamil. 

g. Munjayanah binti Jamil. 

8. Menetapkan harta warisan Suharlin binti Mastur adalah 9,72 % bagian warisan 

Mastur bin Irdjan. 

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Suharlin binti Mastur adalah sebagai 

berikut: 

a. Masripah binti Jamil mendapatkan 0,88 % bagian. 
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b. Muhlisin bin Jamil mendapatkan 1,77 % bagian. 

c. Maslikah binti Jamil mendapatkan 0,88 % bagian. 

d. Junaidi bin Jamil mendapatkan 1,77 % bagian. 

e. Zamroni bin Jamil mendapatkan 1,77 % bagian. 

f. Muhammad Syaroni bin Jamil mendapatkan 1,77 % bagian. 

g. Munjayanah binti Jamil mendapatkan 0,88 % bagian. 

10. Menetapkan ahli waris Junaidi bin Jamil adalah: 

a. Wahyu Pramita Handayani. 

b. Ardikta Putra Pratama bin Jamil. 

11. Menetapkan harta warisan Junaidi bin Jamil adalah 1,77% bagian warisan Mastur 

bin Irdjan. 

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Junaidi bin Jamil adalah sebagai 

berikut: 

a. Wahyu Pramita Handayani mendapatkan 0,22 % bagian. 

b. Ardikta Putra Pratama bin Jamil mendapatkan 1,55 % bagian. 

13. Menetapkan ahli waris Alimah binti Mastur adalah: 

a. Soeroto. 

b. Widyowati binti Soeroto. 

c. Wijayanti binti Soeroto. 

d. Widyastuti binti Soeroto. 

14. Menetapkan harta warisan Alimah binti Mastur adalah 9,72% bagian warisan 

Mastur bin Irdjan. 

15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alimah binti Mastur adalah sebagai 

berikut: 

a. Soeroto mendapatkan 2,43 % bagian. 

b. Widyowati binti Soeroto mendapatkan 2,43 % bagian. 

c. Wijayanti binti Soeroto mendapatkan 2,43 % bagian. 

d. Widyastuti binti Soeroto mendapatkan 2,43 % bagian. 

16. Menetapkan ahli waris Sutarlin binti Mastur adalah: 

a. Gisan. 

b. Hatmaji Heri Santoso bin Gisan. 
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c. Anik Handayani binti Gisan. 

d. Ismawati binti Gisan. 

e. Andy Kurniawan binti Gisan. 

f. Ari Setyaningsih binti Gisan. 

17. Menetapkan harta warisan Sutarlin binti Mastur adalah 9,72 % bagian warisan 

Mastur bin Irdjan. 

18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sutarlin binti Mastur adalah sebagai 

berikut: 

a. Gisan mendapatkan 2,43 % bagian. 

b. Hatmaji Heri Santoso bin Gisan mendapatkan 1,82 % bagian. 

c. Anik Handayani binti Gisan mendapatkan 0,91 % bagian. 

d. Ismawati binti Gisan mendapatkan 0,91 % bagian. 

e. Andy Kurniawan binti Gisan mendapatkan 1,82 % bagian. 

f. Ari Setyaningsih binti Gisan mendapatkan 1,82 % bagian. 

19. Menetapkan Ahli waris Gisan adalah: 

a. Hatmaji Heri Santoso bin Gisan. 

b. Anik Handayani binti Gisan. 

c. Ismawati binti Gisan. 

d. Andy Kurniawan binti Gisan. 

e. Ari Setyaningsih binti Gisan. 

20. Menetapkan harta warisan Gisan adalah 2,43 % bagian warisan Mastur bin Irdjan. 

21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Gisan adalah sebagai berikut : 

a. Hatmaji Heri Santoso bin Gisan mendapatkan 0,69 % bagian. 

b. Anik Handayani binti Gisan mendapatkan 0,35 % bagian. 

c. Ismawati binti Gisan mendapatkan 0,35 % bagian. 

d. Andy Kurniawan binti Gisan mendapatkan 0,69 % bagian. 

e. Ari Setyaningsih binti Gisan mendapatkan 0,35 % bagian. 

22. Menetapkan ahli waris Rukanah adalah: 

a. Hartiyo bin Mastur. 

b. Suharsono bin Mastur. 

c. Sri Wahyuni binti Mastur. 
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23. Menetapkan Penggugat II berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya sama 

dengan bagian anak perempuan Rukanah lainnya. 

24. Menetapkan harta warisan Rukanah adalah 12,50% bagian warisan Mastur bin 

Irdjan. 

25. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Rukanah adalah sebagai berikut: 

a. Hartiyo bin Mastur mendapatkan 4,17 % bagian. 

b. Suharsono bin Mastur mendapatkan 4,17 % bagian. 

c. Sri Wahyuni binti Mastur mendapatkan 2,08 % bagian. 

26. Menetapkan bagian wasiat wajibah Penggugat II (Suharti binti Mastur) dari warisan 

Rukanah adalah 2,08 % bagian warisan Mastur bin Irdjan. 

27. Menetapkan ahli waris Hartiyo bin Mastur adalah sebagai berikut: 

a. Nurgiyanti. 

b. Hana Rahmawati binti Hartiyo. 

c. Iman Wahyudin bin Hartiyo. 

28. Menetapkan harta warisan Hartiyo bin Mastur adalah 19,44 % bagian dari warisan 

Mastur bin Irdjan dan 4,17 % bagian dari warisan Rukanah atau sejumlah 23,61 % 

bagian warisan Mastur bin Irdjan. 

29. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hartiyo bin Mastur adalah sebagai 

berikut: 

a. Nurgiyanti mendapatkan 2,95 % bagian. 

b. Hana Rahmawati binti Hartiyo mendapatkan 6,89 % bagian. 

c. Iman Wahyudin bin Hartiyo mendapatkan 13,77 % bagian. 

30. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana 

tersebut pada diktum 4 (empat) di atas untuk membagi harta waris Mastur bin Irdjan 

dan memberikannya kepada para ahli waris sebagaimana telah ditentukan pada 

masing-masing tingkatan di atas, sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak 

bisa dibagi secara natura maka dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya 

diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.108 

 

 

                                                             
108 Putusan, Agung, and Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Jepara No 1694/Pdt.G/2019/PA.Jepr.” 
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BAB IV 
 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 1694/PDT.G/2019/PA.JPR TENTANG 
WASIAT WAJIBAH NON MUSLIM 

 

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wasiat 

Wajibah Nomor: 1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr. 

Putusan Pengadilan Agama Jepara No: 1694/PDT.G/2019/PA.JPR yang penulis 

baca disitu hakim memberikan bagian wasiat wajibah kepada anak kandung non muslim 

dengan pertimbangan, bahwa secara hukum normatife dalah hukum waris Islam, 

perbedaan agama menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris dari orang lain yang 

berbeda agamanya dengannya hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf b dan 

c Kompilasi Hukum Islam, namun Hakim sependapat dengan pendapat Imam Ibnu 

Hazm yang berpendapat bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada siapa saja yang 

tidak mendapatkan harta warisan, baik karena terhijab maupun karena perbedaan agama. 

Pendapat ini juga sejalan dengan Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 

Tentang Kewarisan Beda Agama, dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 

Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, yang telah menetapkan: 

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang 

yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim) 

2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam 

bentuk hibah, wasiat dan hadiah.109 

Berkaitan dengan hal itu penulis melakukan wawancara dengan salah seorang 

hakim Pengadilan Agama Jepara, Bapak Ayeb Sholeh mengenai putusan Pengadilan 

Agama Nomor: 1694/Pdt.G/PA.Jpr. terkait pemberian wasiat wajibah bagi anak 

kandung yang non muslim, beliau mengatakan pemberian wasiat wajibah kepada anak 

kandung non muslim sudah tepat karena memenuhi rasa keadilan. Majelis hakim dalam 

memutus suatu perkara yang belum jelas dapat melakukan penemuan hukum dengan 

                                                             
109 Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” 2005, Nomer:5/MUNAS VII/MUI/9/2005. 
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cara berijtihad dan tidak terfokus hanya pada undang-undang saja, sebagaimana 

tercantum dalam pasal 5 (1) UU No.48 Tahun 2009 yang berbunyi “hakim dan hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan dalam masyarakat.110 Dalam hal penemuan hukum hakim harus 

mempertimbangkan rasa keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang 

hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak 

tertulis. Sesuai dengan surat an-Nisa’ ayat 58. Q.S an-Nisa’ ayat 58: 

َ ك مََۡللَّّ َٱ۞إ نَّ ر  دُّوا ََأ نَي أۡم  تَ ٱَت ؤ  ن ٰ اَإ ل ىََْٰٓلۡۡ م ٰ إ ذ اَأ هۡل ه  ك مۡت مَو  َٱَب يۡنَ َح  وا ََأ نَلنَّاس  اَللَّّ َٱَإ نَََّلۡع دۡل َۚٱبَ َت حۡك م  مَّ ظ ك مَن ع  ْۦََٓۗي ع  َللَّّ َٱَإ نَََّب ه 

اَك انَ  يع ْۢ يرٗاَس م   ٥٨ََب ص 

58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat”111 

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT menyerukan kepada penegak 

hukum agar dapat menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Sehingga jika majelis 

hakim Pengadilan Agama menjadikan ayat tersebut sebagai dasar pertimbangannya 

maka putusan hakim dalam memberikan suatu hal yang belum ada hukumnya dapat 

dibenarkan dengan ketentuan tidak bertentangan hukum Islam. 

Selain berwawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Agama Jepara penulis 

juga melakukan wawancara dengan salah seorang dosen ahli faraid bapak Muhammad 

Hakim Junaidi, M.Ag. beliau mengatakan “halangan kewarisan itu tidak bisa dihapus 

dengan kondisi apapun, karena tidak ada dalil yang menuju penghapusan terhalangan 

warisan dapat mendapatkan warisan, namun seorang yang terhalang mendapatkan 

warisan bisa diberikan harta dari si pewaris dengan cara hadiah. Kalau dalam putusan 

tersebut, hakim mau memberi warisan kepada anak yang non muslim seharusnya yang 

menerima itu jangan si anak non muslim, tetapi anak dari anak yang non muslim ini atau 

cucu dari si pewaris, dengan alasan bahwa cucu bisa mendapatkan wasiat wajibah (cucu 

dari anak perempuan tidak bisa mendapatkan warisan karena dia dzawil arham) ini di 

                                                             
110 “Wawancara Dengan Bapak Ayeb Soleh Hakim Pengadilan Agama Jepara.” 
111 QuranKemenagInMsWord-32, An-Nisa 58. 
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KHI ada tapi dia bisa mendapatkan wasiat wajibah bagianya sama dengan ibunya, 

semisal ini dilaksanakan justru malah sesuai dengan konteks fiqih murni dengan catatan 

bahwa cucu dari anak yang non muslim beragama Islam.112 

Pendapat bapak Hakim Junaidi mengenai Putusan Pengadilan Agama Jepara 

No.1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr, putusan ini salah, karena : 

1. Dia memutihkan kembali ketidakbolehan karena agama dengan alasan 

keadilan, rujukan untuk membolehkan perbedaan agama bisa mendapatkan 

warisan itu tidak ada. Ketidakbolehan karena perbedaan agama bisa luntur jika 

dia berpindah keagama yang sama dengan pewaris tidak bisa dengan yang 

lainnya. 

2. Hakim Pengadilan Agama Jepara merujuk pada Fatwa MUI Nomor: 

5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama, menurut beliau 

itu juga salah karena disitu jelas namanya wasiat bukan wasiat wajibah, dan 

kasus yang ada pada perkara ini, bukan lagi wasiat itu sudah warisan sehingga 

jadi tidak pas.113 

Pengertian mengenai wasiat dan wasiat wajibah tentunya hal yang berbeda, 

Wasiat adalah suatu keinginan seseorang yang disampaikan secara lisan atau tertulis 

kepada keluarga atau orang yang dipercaya mengenai harta bendanya menjelang 

kematiannya. Wasiat diambil dari kata bahasa Arab, wasaitu syausyihi bermakna 

ausaltuhu (aku menyampaikan sesuatu). Orang yang berwasiat menyampaikan pesan di 

waktu hidupnya, untuk dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam Istilah 

Syara’, wasiat adalah seseorang memberi barang, piutang, atau manfaat kepada orang 

lain dengan ketentuan untuk dimiliki sepenuhnya oleh orang yang diberi wasiat setelah 

yang berwasiat meninggal dunia.114 Wasiat secara istilah, adalah suatu tindakan hukum 

yang dilakukan oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah 

meninggal dunia, atau pesan khusus kepada orang kepercayaan untuk memberikan 

                                                             
112 Hakim Junaidi Muhammad, “Wawancara” (Semarang, 2022). 

113 Ibid. 
114 Hasan, Pengantar Hukum Keluarga. 
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kepada siapa hartanya diberikan setelah dia meninggal dunia.115 Dalam buku Fiqh al-

sunnah karangan Sayid Sabiq, mengemukakan bahwa wasiat, menurut istilah adalah 

pemberian seseorang kepada orang lain, berupa harta, piutang dan manfaat, dengan 

ketentuan penerima menjadi pemilik mutlak dari apa yang diberikan oleh pewasiat.116 

Sedangkan, wasiat wajibah menurut Fatchur Rahman merupakan suatu tindakan 

yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau hakim yang sebagai aparat negara 

untuk memberikan putusan wajib wasiat bagi seorang pewaris yang diberikan kepada 

orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.117 Wasiat wajibah merupakan perbuatan 

hukum yang wajib ditunaikan, wasiat wajibah merupakan suatu tindakan pembebanan 

oleh hakim atau lembaga yang mempunyai otoritas agar harta seseorang yang telah 

meninggal dunia diberikan kepada orang-orang tertentu (selain ahli waris) dan dalam 

keadaan tertentu (bukan berdasarkan asas wasiat atau warisan).118 Terdapat dua unsur 

penting yang membedakan antara wasiat dan wasiat wajibah, yakni: 

1. Wasiat wajibah ditetapkan berdasarkan ketetapan hukum dan perundang-undangan 

yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau hakim. Pelaksanaanya berdasarkan 

ketentuanisias perundang-undangan atau aturan hukum, tidak bergantung pada 

keinginan pewasiat. Hal ini tentu berbeda dengan wasiat yang pelaksanaanya 

tergantung pada keinginan pewasiat. 

2. Wasiat wajibah diperuntukan bagi keluarga yang terhalang mendapatkan warisan, 

seperti halnya berbeda agama dan terhalang oleh ahli waris lainya. Hal ini juga 

berbeda dengan wasiat yang mana wasiat biasa pemberianya boleh diperuntukan 

kepada orang lain. 

Wasiat wajibah dalam KHI merupakan adopsi dari pemahaman Wasiat wajibah 

yang digunakan di Mesir. Wasiat wajibah yang berlaku di Mesir ditujukan kepada cucu 

yang tidak menerima harta waris akibat terhalang oleh anak laki-laki, terlebih lagi cucu 

                                                             
115 Muhibbin and Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia), 

186–187. 
116 Sabiq, Fikih Sunnah, 353. 
117 Rahman, Ilmu Waris. 
118 Ahmad, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-

Syarī’ah Jasser Auda.” 
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dari garis perempuan. Berbeda dengan KHI yang mengatur wasiat wajibah ditujukan 

kepada anak angkat dan orang tua angkat yang telah diatur pada Pasal 209 dalam dua 

ayat KHI, sebagai berikut: 

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 

193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anakanya. 

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-

banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.119 

Berdasarkan pengertian wasiat wajibah dan peraturan wasiat wajibah tersebut, 

dapat dipahami bahwa pada dasarnya wasiat wajibah bukan merupakan kehendak dari 

si pewasiat melainkan kehendak hakim untuk memberikan bagian terhadap kerabat atau 

orang terdekat dari si pewaris yang terhalang mendapatkan warisan. Seperti diketahui 

dalam KHI Pasal 209 menyatakan bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada 

anak angkat dan orang tua angkat. KHI mendefiniskan anak angkat dalam pasal 171 

huruf (h) sebagai anak yang dalam pemeliharan untuk hidupnya sehari-hari, biaya 

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang 

tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Anak angkat tidak termasuk ahli waris 

karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan 

orang tua angkatnya. Meskipun pengangkatan anak itu dilakukan dengan ketentuan 

yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua 

angkat dan anak angkat.120 

Menurut penulis, dalam memutuskan bagian wasiat wajibah untuk anak kandung 

non muslim, hakim dalam mendalilkan pertimbangan pendapat Imam Ibnu Hazm dan 

Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII//MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama,  tidak 

memahami teks yang sudah dinyatakan. Imam Ibnu Hazm tidak mengatakan bahwa 

wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris yang non muslim, namun Ibnu Hazm 

mengatakan bahwa “wajib atas setiap muslim untuk berwasiat kepada kerabtnya yang 

                                                             
119 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi 

Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.” 
120 Mujib Nur, “Anak Angkat Dan Sengketa Waris,” Pengadilan Agama Jakarta Timur. 
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tidak mewarisi, baik karena sebagai budak atau kekufuran, ataupun karena ada orang 

yang mengahalangi mereka mendapatkan warisan, atau karena mereka tidak mewarisi 

sehingga dia berwasiat untuk mereka sesuai dengan ketulusanya, tidak ada batasan 

dalam hal itu”. Sehinggaa jika dipahami antara wasiat wajibah dan wasiat hukumnya itu 

hal yang berbeda. Penulis sependapat dengan Bapak Hakim Junaidi yang mengatakan 

bahwa dalam perkara ini adalah salah, dengan alasan hakim memutihkan kembali 

ketidakbolehan mewaris berbeda agama menjadi boleh, padahal tidak ada dasar hukum 

yang membolehkan mewarisi antara seorang yang berbeda agama, dan jika ingin 

memberikan harta peninggalan dari si pewaris semestinya diberikan berupa hadiah, 

namun dalam hal putusan ini bukan lagi masuk dalam konteks hadian tetapi masuk 

dalam konteks warisan oleh karena itu putusan ini tidak sesuai dengan hukum yang 

berlaku. 

Selanjutnya, Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII//MUI/9/2005 tentang Kewarisan 

Beda Agama, yang pada pokoknya menentukan bahwa hukum waris tidak memberikan 

hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama, namun pemberian harta 

antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan 

hadiah. Wasiat yang dimaksud dalam Fatwa MUI adalah wasiat pada umumnya dalam 

artian seorang yang telah meninggal dunia yang berwasiat langsung kepada kerabat 

yang non muslim yang dikehendakinya semasa hidupnya bukan dengan jalan wasiat 

wajibah yang pelaksanaanya tidak atas dasar keinginan dari si pemilik harta namun dari 

kekuasaan hakim yang memberikan bagian harta warisan kepada seseorang atas 

kehendaknya (hakim). 
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Wajibah Pada Putusan Hakim Nomor: 

1694/Pdt.G/PA.Jpr. 

Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi penghalang seseorang 

menjadi ahli waris dari orang lain yang berbeda agamanya dengannya hal mana sesuai 

ketentuan Pasal 171 huruf b dan c KHI yang mengatakan : 

“Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal 

berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta 

peninggalan.”  

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan 

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang 

karena hukum untuk menjadi ahli waris.”121 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf b dan c yang menyatakan bahwa 

seseorang yang dapat menerima harta warisan dari orang tua muslim ialah seorang yang 

muslim juga, ini berarti ketika antara pewaris dan ahli waris berbeda agama maka hak 

menerima warisan tersebut menjadi terhalang, ini sesuai dengan hadist Rasullah SAW, 

sebagai berikut:  

 مَةَ  اسُاَ  عَن   عُث مَان   ب نِ  عُمَرَ  ب نِ  حُسَي    ب نِ  عَلِي عَن   ب   شِهَا ب نِ  ا عان   يح   جُرَ  اب نِ  عَنِ  صِم   عاَ  ابَو   عَن  
هُمَاانََّ  اللُ  زيَ د رَضِيَ  ب نِ  لِمَ لا يرَِثُ  قالََ: عَليَ هِ  اللُ  صَلَّ  ال نَّبِي  عَن   لِمُ الكَافِرَ، و الكَافِرُ ال مُس   ال مُس 

Artinya: “Diriwayatkan Abu Ashim dari Juraij dari bin Syihab dari Ali bin Husein bin 
Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi SAW, bersabda: Orang muslim tidak 
dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”122 

 

Hadits diatas secara jelas menjelaskan bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi 

orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim. Meskipun sudah diatur 

secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam maupun hadist Rasullah SAW, namun 

kenyataan dilapangan masih banyak para ahli waris yang terhalang mendapatkan 

                                                             
121 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi 

Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,” KHI Pasal 171. 
122 Al-Bukhari, Shahhih Al-Bukhari. 
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warisan karena perbedaan agama mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk bisa 

mendapatkan bagian warisan melalui jalan wasiat wajibah. Seperti kasus yang diteliti 

oleh penulis, seorang ahli waris yang non muslim mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Agama Jepara agar dapat menerima harta warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan 

menggunakan dalil yurispudensi Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995 yang memutus 

dan memberikan harta warisan kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. 

Jumhur ulama tidak mengenal adanya istilah wasiat wajibah. Namun menurut 

jumhur ulama hanya mengenal mengenai hukum melaksanakan wasiat, apakah hukum 

melaksanakan wasiat merupakan sebuah kewajiban (wajib) yang harus dilakukan 

seluruh umat Muslim ataupun hanya sebatas anjuran (sunah), yang boleh untuk 

dilaksanakan dan boleh untuk ditinggalkan (tidak dilaksanakan). Para imam fuqaha 

berbeda pendapat mengenai hukum berwasiat, hal ini dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

a) Imam Mazhab berpendapat bahwa kewajiban wasiat yang terdapat pada Surah Al-

Baqarah ayat 180 itu telah dihapus dengan Surah An-Nisa ayat 11 tentang warisan. 

Maka dari itu, para Imam Mazhab berpendapat bahwa berwasiat kepada ibu bapak 

dan karib kerabat yang tidak menerima bagian waris itu hukumnya tidak wajib. 

b) Daud Az-Zahiri yang didukung oleh Masruq, Tawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jarir 

berpendapat bahwa wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang menjadi ahli 

waris telah terhapuskan dengan kewajiban menerima warisan, tetapi wasiat kepada 

ibu bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris hukumnya wajib, mereka 

berpegang kepada Surah Al-Baqarah ayat 180. 

c) Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi 

setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan.123 

Kesimpulan yang dapat ditarik penulis mengenai wasiat yang disampaikan oleh 

Fuqaha, bahwa pada hakikatnya memberikan wasiat merupakan tindakan Ikhtiyariah 

atau sukarela atas kemauan si pemilik harta tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dalam 

keadaan bagaiamanapun juga seseorang atau bahkan hakim (penguasa) tidak dapat 

                                                             
123 Tono Sidik, “Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan,” Kementrian Agama 

Republik Indonesia Direktorial Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi (2012): 52. 
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memaksa seseorang untuk memberikan hartanya sesuai dengan keinginan orang lain. 

Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa tindakan ikhtiyariyah berlaku jika yang 

diberi wasiat adalah orang lain yang bukan kerabat, berbeda halnya dengan kerabat 

dekat, maka unsur ikhtiyariyah akan hilang dan menjadi kewajiban untuk memberikan 

wasiat kepada kerabat dekat yang terhalang mendapatkan warisan.124 

Ibnu Hazm telah menetapkan bahwa hukum melaksanakan wasiat adalah wajib, 

yakni menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan (oleh penguasa) untuk 

memberikan wasiat kepada para kerabat yang terhalang menerima warisan, baik 

terhalang dikarenakan terhijab atau karena berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. 

Pendapat sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hazm tersebut, tidak selaras 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Imam Mazhab (Imam Syafi’i, Hanafi, 

Maliki, dan Hambali) yang berpendapat bahwa, hukum berwasiat hanya merupakan 

sebuah anjuran (sunah) dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan 

dalam menghadapi kesulitan hidup.125 

Perbedaan antar Fuqaha dalam hal wasiat disebabkan oleh berbedanya penafsiran 

surat Al-Baqarah ayat 180 yang menjelaskan mengenai wasiat. Menurut Ibnu Hazm, 

ayat tersebut merupakan sebuah perintah untuk berwasiat kepada para kerabat (ahli 

waris) yang terhalang mendapatkan hak warisan. Sedangkan jumhur ulama menafsirkan 

ayat tersebut sebagai sebuah anjuran yang boleh atau tidaknya dilaksanakan oleh 

seseorang, karena para Imam Mazhab berpendapat bahwa ayat mengenai wasiat 

sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 tersebut telah dihapuskan 

(di-mansukh) oleh ayat-ayat mengenai kewarisan. Atas dasar itu para Imam Mazhab 

menetapkan hukum berwasiat hanya sebatas anjuran (sunah).126 

Mengenai aturan wasiat wajibah sudah diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 

209 ayat (1) dan (2) KHI, yaitu: 1. “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan 

Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang 

                                                             
124 Rahman, Ilmu Waris. 
125 Rizkal, “Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah,” 

yudisial 9 No 2 (2016): 183. 
126 Ibid., 184. 
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tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat 

anak angkatnya.” 2. “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”127 

Sering terjadi dalam fakta lapangan wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada 

anak angkat atau orang tua angkat seperti yang sudah ada dalam Kompilasi Hukum 

Islam pasal 209, namun juga diberikan kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan 

warisan karena perbedaan agama. Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan 

Agama Jepara Nomor.1694/Pdt.G/2019/Pa.Jpr yang memberikan bagian wasiat wajibah 

kepada anak kandung non muslim berdasarkan pertimbangan pendapat Imam Ibnu 

Hazm dan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda 

Agama. 

Berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah maka 

Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor.1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tidak sesuai 

dengan apa yang sudah diatur didalam hukum di Indonesia, karena dalam Kompilasi 

Hukum Islam tidak menyatakan bahwa berlainan agama dapat mendapatkan bagian 

wasiat wajibah dalam pasal tersebut wasiat wajibah hanya diperuntukan kepada anak 

angkat atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan wasiat dari seorang yang memiliki 

harta. 

Mayoritas ulama Fiqih menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam penetapan 

perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila ahli 

waris tidak beragama muslim ketika meninggalnya pewaris muslim, maka ahli waris ini 

terhalang mendapatkan warisan. Sebagaimana kasus yang dipeniliti oleh penulis, disini 

saat meninggalnya pewaris ada seorang ahli waris yang masih beragama protestan, 

sesuai dengan pendapat ulama fiqih, maka ahli waris dalam kasus yang diteliti penulis 

terhalang mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim. Selain itu hubungan antara 

kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya sebatas dalam 

pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyarakatan) dan tidak termasuk dalam 

                                                             
127 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi 

Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,” pasal 209. 
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pelaksanaan hubungan syariah (termasuk hukum waris), hal ini sesuai dengan ketentuan 

surat Al-Luqman ayat 15, sebagai berikut: 

ع رَ  ي اَم  اَف ىَالدُّن  م  ب ه  اح  ص  اَو  م  ع ه  َت ط  ل م َف لِ  َع  َب ه  َل ك  اَل ي س  َم  َب ي  ك  َت ش ر  ىَا ن 
لْٰٓ َع  اه دٰك  َج  ا ن  َو  ل يَّۚ َا  َا ن اب  ن  َم  َس ب ي ل  اتَّب ع  فاًَ وَّ و 

َ َا ل يَّ نَ ث مَّ ل و  َت ع م  اَك ن ت م  َب م  َف ا ن ب  ئ ك م  ع ك م  ج  ر  َم 

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang 

engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, 
dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali 
kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku 
beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”128 

 Mengenai wasiat kepada orang non muslim kita dapat melihat dari pendapat 

Imam Mazhab Maliki,Syafi’i dan Hambali, yang mengatakan bahwa wasiat adalah sah 

apabila diberikan atau ditujukan kepada kafir harb (orang kafir yang memerangi umat 

Islam) maupun kafir dzimmi(orang kafir yang dilindungi). Namun, menurut imam 

Hanafi bahwa tidak sah berwasiat untuk kafir harb tetapi ia berpendapat tetap sah 

hukumnya berwasiat untuk kafir dzimmi termasuk wasiat seorang Muslim untuk non 

Muslim, dianggap sah dengan syarat bahwa barang yang diwasiat tersebut bukalah 

barang yang tidak diperbolehkan seperti senjata karena dapat membahayakan umat 

Islam.129 Salah satu dalil yang menunjukan diperbolehkannya berwasiat kepada non 

muslim adalah ayat alQur’an pada surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi sebagai 

berikut : 

َل م َي ق ات ل وَ  ي ن  َالَّذ  ع ن   َ اللّٰه َي ن هٰىك مَ  بَُّلَ  ي ح   َ َاللّٰه َا نَّ م ۗ ا ل ي ه  اَ ط و ْٓ ت ق س  ه م َو  و  َت ب رُّ ك م َا ن  ي ار  َد  ن  ك م َم   و  ج  ر  ل م َي خ  َو  ي ن  ي نَ ك م َف ىَالد   ط  ق س   َال م 

 “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang 
tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung 
halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.130 

Dengan berjalannya waktu yang silih berganti, permasalahan demi permasalahan 

kian semakin berkembang , sedangkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alimin, 

tidak cukup berhenti stagnasi begitu saja, melainkan terus bekembang dengan metode 

dan pintu ijtihad yang sangat pesat, hal ini seperti halnya terdapat hal wasiat wajibah. 

                                                             
128 QuranKemenagInMsWord-32, Surat Al-Luqman ayat 15. 
129 Rasyid Arbanur, “Hukum Berwasiat Kepada Non Muslim,” el-Qanuniy 6 nomor 2 (2020): 184. 
130 QuranKemenagInMsWord-32, surat Al-Mumtahanah ayat 8. 



76 
 

 
 

Namun pemberian wasiat wajibah harus diperhatikan yaitu pemberiaannya bukan untuk 

sembarang orang, pemberianya harus untuk orang yang memang benar-benar layak 

untuk mendapatkan harta tersebut. Contohnya seorang anak yang non muslim semasa 

hidupnya dia sangat berbakti kepada orang tuanya, merawat dan memiliki kepedulian 

yang sangat besar terhadap orang tuanya, maka anak tersebut layak dan berhak 

mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya. Berbeda halnya jika anak kandung 

non muslim ini tidak memiliki kepedulian dan bahkan orang tuanya ditelantarkan, maka 

anak kandung ini tidak berhak dan layak mendapatkan bagian wasiat wajibah. 

Selain itu wasiat wajibah dapat diberikan kepada anak yang tarap ekonominya 

lemah, sehingga ia sangat membutuhkan uluran orang lain untuk mencukupi 

kebutuhannya, sesuai dengan surat an-nisa ayat 9, sebagai berikut: 

ل ي ق وَ  َف ل ي تَّق واَاللّٰه َو  م   اَع ل ي ه  اف و  عٰفاًَخ  يَّةًَض  َذ ر   م  ل ف ه  َخ  ن  اَم  ك و  َت ر  َل و  ي ن  َالَّذ  ش  ل ي خ  ي داًو  لًََس د  اَق و  َل و 

 “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 
meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.131 

Selanjutnya Maqāṣid asy-syarī’ah dapat digunakan untuk mengisi kekosongan 

hukum yang sedang terjadi. Wahbah Al-Zuhaily berpendapat bahwa maqāṣid asy-

syarī’ah adalah nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersirat dalam seluruh maupun 

sebagian besar hukum-hukum Allah, nilai tersebut merupakan tujuan dan rahasia yang 

ditetapkan oleh syar’i dalam ketetapan-Nya.132 Sedangkan Ibnu Asyur mendefinisikan 

maqāṣid asy-syarī’ah sebagai hikmah, rahasia dan tujuan diturunkannya syari’at secara 

umum tanpa dikhususkan pada bidang tertentu. Berdasarkan pengertian maqāṣid asy-

syarī’ah diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa maqashid syari’ah adalah nilai-nilai 

atau tujuan yang bersifat luas yang terkandung dalam hukum-hukum Allah. 

Kajian mengenai maqāṣid asy-syarī’ah merupakan perkara yang sangat darurat, 

terutama para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Mujtahid harus memahami 

maqāṣid asy-syarī’ah, seperti diketahui bahwa maqāṣid asy-syarī’ah merupakan nilai 

                                                             
131 Ibid., suat an-nisa ayat 9. 
132 Al-Zuhaily Wahbah, Ushul Fiqh Al-Islamy, 2nd ed. (Beirut: Dar-Al-Fikr, 2005), 307. 
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dan tujuan yang disyariatkan oleh Allah, sehingga mujtahid harus dapat memahami nas 

dan melakukan istinbath hukum, dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang 

belum jelas dasar hukumnya. Pada masa kontemporer ini, permasalahan yang muncul 

semakin banyak dan belum banyak yang diatur secara jelas di dalam nash. Maka di sini 

tugas mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum untuk mengatur segala 

permasalahan yang muncul dan sesuai dengan kebutuhan. 

Tujuan Syar’i melegitimasi suatu hukum adalah dalam rangka kemaslahatan 

manusia sekaligus meminimalisir dan menghindari manusia dari mafsadat (kerusakan). 

Imam Ghazali mengatakan bahwa maslahat adalah menarik manfaat atau menolak 

bahaya, point substansi (ushul al-khams) yang menjadi tujuan kemaslahatan manusia 

ada lima yaitu menjaga agama (ḥifẓ ad-din), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), 

keturunan (ḥifẓ an-nasl) dan harta (ḥifẓ al-māl). Menurut Imam Ghazali segala sesuatu 

yang mengandung pemeliharaan atas lima hal ini disebut kemaslahatan, sedangkan yang 

bertentangan dengan kelima asas tersebut disebut sebagai mafsadat dan upaya 

menolaknya disebut sebagai maslahat.133 Secara umum maslahah dapat dicapai melalui 

dua cara, sebagai berikut : 

1. Jalb al-manafi, yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk 

manusia. Manfaat dan kebaikan ini dapat dirasakan secara langsung oleh manusia 

maupun pada masa yang datang. 

2. Dar al-mafasid, yaitu menghindari atau mencegah keburukan.134 

Selain Imam Ghazali, ulama kontemporer Jaser Auda juga mengembangkan 

Maqashid Syariah dalam tiga bagian, sebagai berikut: 

1. Orientasi Universal atau Umum (Maqāṣid al-‘Ammah) yaitu orientasi-orientasi 

hukum yang mencakup seluruh kemasalahatan yang bersifat universal, seperti 

keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, dan lain sebagainya. Maqāṣid al-

‘Ammah ini menampung enam aspek perlindungan, yaitu: perlindungan agama (ḥifẓ 

ad-din), perlindungan jiwa (ḥifẓ an-nafs), perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), 

                                                             
133 Ahmad, Maqashid Syariah. 
134 Sidiq Ghofar, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” Jurnal Sultan Agung 44 No. 118 

(2009). 
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perlindungan akal (ḥifẓ al-‘aql), perlindungan keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan 

perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-‘irdh). Orientasi Khusus (Maqāṣid al-Khāṣṣah). 

2. Orientasi Khusus (Maqāṣid al-Khāṣṣah), orientasi khusus dapat juga dipahami 

sebagai tujuan-tujuan hukum dalam sebuah pembahasan tertentu (purpose of the 

chapter). Tujuan khusus ini berkaitan dengan yang ada dalam bab-bab hukum Islam 

tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari 

kejahatan dalam hukum kriminal, perlindungan monopoli dalam hukum ekonomi 

dan lain-lain. 

3. Orientasi Spesifik (Maqāṣid al-Juz’iyyah), Maqāṣid al-Juz’iyyah dapat diartikan 

sebagai tujuan yang ingin direalisasikan oleh hukum tertentu, seperti tujuan untuk 

berlaku jujur, menghilangkan kesulitan dalam menjalankan kewajiban, 

memberikan makanan bagi yang membutuhkan dan lain-lain.135 

Jika dilihat berdasarkan maqāṣid asy-syarī’ah maka putusan yang diteliti oleh 

penulis telah merusak keoutentik hukum Islam yang mana sudah jelas diatur dalam 

hadist yang Diriwayatkan Abu Ashim dari Juraij dari bin Syihab dari Ali bin Husein bin 

Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi SAW, bersabda: “Orang muslim tidak 

dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” Namun 

dalam Putusan Pengadilan Agama No.1694/Pdt.G/2019/Pa.Jpr yang memberi bagian 

warisan berupa wasiat wajibah. Persoalan penetapan hak kewarisan terhadap ahli waris 

non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah juga tidak diatur dalam aturan hukum 

manapun, baik dalam hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun 

dalam aturan hukum Islam (Al Quran dan hadis). Oleh sebab itu Putusan Pengadilan 

Agama Jepara No.1694/Pdt.G/2019/Pa.Jpr telah bertentangan dengan hukum Islam. 

Oleh karena itu, apabila perkara kewarisan beda agama terjadi, sebaiknya pewaris 

(Islam) harus berwasiat atau menghibahkan sebagian hartanya terhadap ahli waris yang 

non-Muslim (dari kerabat dekat), karena melalui jalan wasiat atau hibah ahli waris non-

Muslim dapat menerima harta peninggalan dari pewaris Islam yang meninggal dunia. 

 

                                                             
135 Ahmad, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-

Syarī’ah Jasser Auda.” 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

 

1. Dalam memutus putusan Nomor: 1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Majelis hakim 

menggunakan pertimbangan hukum melalui pendapat Imam Ibnu Hazm yang 

menyatakan wasiat hukumnya wajib diberikan kepada kerabat si mayit yang 

terhalang mendapatkan warisan, baik karena perbedaan agama, perbudakan 

maupun karena terhalang oleh ahli waris lainnya. Majelis hakim juga mengambil 

fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI9/2005 tentang kewarisan beda agama yang 

pada pokoknya menentukan bahwa hukum waris tidak memberikan hak saling 

mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama, namun pemberian harta antara 

orang yang berbeda agama dapat dilakukan melalui hibah, wasiat, dan hadiah. 

Namun disini terdapat kerancuan pada pertimbangan hakim yang menggunakan 

Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI9/2005, wasiat yang dimaksud MUI disitu 

merupakan wasiat pada umumnya yang pemberiannya atas kehendak dari si 

pewasiat dan tidak ada paksaan dari orang lain bukan wasiat wajibah. 

2. Putusan Nomor.1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr bertentangan dengan hukum Islam, 

karena dalam hukum Islam, antara orang Islam dengan non-Islam tidak berhak 

saling mewarisi dan orang non-Muslim tidak berhak mendapatkan apapun dari harta 

peninggalan pewaris Islam. Namun dalam putusan tersebut secara tidak langsung 

telah membenarkan adanya hak saling mewarisi antara dua orang yang berbeda 

agama melalui jalan wasiat wajibah. Pada dasarnya dalam hukum Islam telah 

diberikan solusi melalui jalan wasiat, hibah, dan hadiah kepada ahli waris non 

muslim sebelum pewaris Islam meninggal, sesuai dengan Fatwa MUI. Jika dilihat 

melalui kaca mata Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang non muslim tidak 

bisa mendapatkan wasiat wajibah, karena dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 

hanya mengatur dan memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua 

angkat. 
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B. Saran  

 

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini terkait 

Putusan 1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan 

yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum 

Wasiat Wajibah sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam sehingga hukum 

berwasiat kepada kerabat-kerabat yang non muslim memiliki legalitas hukum. 

2. Diharapkan agar para penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu putusan 

perkara agar lebih cermat sehingga putusan tersebut dapat membawa rasa keadilan 

bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. 

3. Bahwa penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, 

oleh sebab itu penulis berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan 

kajian yang lebih luas dan lebih dalam mengenai permasalahan. 
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